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Kata Pengantar 

 

Ke�ka "badai" perubahan iklim menyapu Indonesia, huma berdiri 
tegak dengan satu pilihan posisi yaitu mengarus utamakan 
pendekatan Hak dalam semua aspek perdebatan ataupun 
program-program terkait ini. Pendekatan hak ini digunakan untuk 
memas�kan keamanan tenure masyarakat adat/lokal atas 
hutannya. Bagi Huma, hak masyarakat adalah satu komponen 
pen�ng yang harus dipas�kan dalam semua program-program 
kehutanan atau mi�gasi perubahan iklim  yang melihat hutan 
dalam pendekatan karbon dan kontribusinya kepada penurunan 
gas rumah kaca. 

Hingga de�k ini, gaung dan pusaran arus kebijakan yang 
di�mbulkan oleh proses REDD+ di Indonesia masih terus terasa. 
Menjelang akhir fase kesiapan (readiness) ini, pemerintah 
Indonesia masih mengejar persiapan berbagai prakondisi bagi 
implementasi REDD+. Salah satu yang paling mendasar dari proses 
ini adalah penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan REDD+ 
di �ngkat daerah. Selain karena kebijakan dan proses 
desentralisasi yang secara signifikan meletakkan kekuasaan atas 
tata kuasa dan tata kelola di tangan pemerintah daerah, daerah 
menjadi sangat pen�ng karena Indonesia menganut strategi 
‘pendekatan nasional, implementasi sub-nasional’ dalam 
menjalankan REDD+. Ar�nya, meskipun Strategi Nasional REDD+ 
dan kelembagaan REDD+ telah disusun sedemikian rupa di �ngkat 
pusat, kegagalan atau keberhasilan implementasi REDD+ tetap 
akan bertumpu pada siap atau �daknya daerah, baik di �ngkat 
provinsi, kabupaten, maupun di unit pemerintahan terkecil.  

Pada tahun 2012, pemerintah pusat melalui Satgas REDD+ 
mengundang 11 (sebelas) provinsi untuk menyusun Strategi dan 
Rencana Aksi Provinsi (SRAP) untuk menjalankan REDD+, tiga di 
antaranya adalah Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan 
Kalimantan Timur yang menjadi fokus analisis dalam studi ini. 
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HuMa, sebagaimana banyak organisasi masyarakat sipil lainnya, 
memandang penyusunan SRAP REDD+ di daerah sebagai peluang 
untuk mengangkat dan mendesakkan isu-isu pen�ng terkait hak 
masyarakat ke dalam proses kebijakan daerah. Keterlibatan 
berbagai organisasi masyarakat sipil daerah di �ga Provinsi di atas 
telah mewarnai proses penyusunan  dan isi SRAP secara 
signifikan, di mana isu-isu terkait hak masyarakat atas tanah dan 
SDA menjadi bagian integral dari strategi daerah untuk 
menjalankan REDD+. Hal ini menjadikan tahap implementasi 
sebagai tantangan berat selanjutnya. Untuk mengawali refleksi 
dan diskusi mengenai hal ini, HuMa melakukan analisis terhadap 
dokumen SRAP REDD+ di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan 
Kalimantan Timur dari kaca mata hak masyarakat atas tanah dan 
Sumber Daya Alam. Studi ini mencakup analisis mengenai konteks 
sosial-ekonomi, penyebab deforestasi, dan strategi terkait hak 
masyarakat atas tanah dan SDA.  

Studi awal ini tentunya bukanlah sesuatu yang final dan masih 
harus terus diperbaiki melalui studi-studi yang lebih mendalam di 
�ngkat daerah. HuMA berharap studi kecil ini dapat berkontribusi 
pada diskusi yang lebih mendalam tentang pengamanan hak 
masyarakat atas tanah dan SDA dalam proses REDD+ serta pada 
wacana pembaruan hukum sumber daya alam yang lebih luas. 
Akhirul kata, semoga studi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pembaca. 

4 Desember 2013 

Hormat kami,

 

 

Andiko, S.H., M.H

 

Direktur Ekseku�f  
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Latar Belakang 
 
Pasca pembentukan Strategi Nasional REDD+ (STRANAS), pada 
2012 pemerintah pusat melalui Satuan Tugas REDD+ (SATGAS 
REDD+) mengundang sebelas Provinsi untuk menyusun SRAP 
(Strategi dan Rencana Aksi Provinsi) untuk REDD+. Penentuan 
Provinsi-provinsi ini sudah dilakukan pada 2011, namun 
mengingat STRANAS REDD+ baru tuntas pada 2012 maka sebagian 
besar rancangan SRAP dikembangkan pada 2012. 1 SATGAS REDD+ 
menilai provinsi-provinsi ini memenuhi ukuran yang telah 
dirancang SATGAS sebagai provinsi percontohan REDD+. Dalam 
STRANAS disebutkan bahwa pada �ngkat sub nasional, kelima 
pilar Strategi Nasional dijabarkan menjadi Strategi dan Rencana 
Aksi untuk implementasi REDD+ sesuai karakteris�k wilayah. 
Berdasarkan Perpres 61/2011, se�ap propinsi diwajibkan 
menyusun Rencana Aksi Daerah Gas Rumah KACA (RAD-GRK). 
Karena itu, perlu dipas�kan konsistensi antara RAD-GRK untuk 
sektor berbasis lahan dengan SRAP (Strategi dan Rencana Aksi 
Provinsi) untuk implementasi REDD+. Dalam jangka pendek, SRAP 
dikaitkan dengan kebutuhan penyelesaian kondisi pemungkin, 
penyelesaian masalah penghambat keberhasilan REDD+, sekaligus 
menetapkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam 
yang dapat menopang kebutuhan masyarakat. Untuk jangka 
panjang, provinsi mengembangkan keseimbangan pembangunan 
ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan memperha�kan 
pelestarian fungsi lanskap bagi daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup.2 Rencana Aksi Nasional REDD+ akan diagregasi 
dari dan disusun secara paralel dengan SRAP. Keduanya 
berkontribusi pada rencana bisnis REDD+.3  Alur kerja berbagai 
rencana ini menurut STRANAS secara sederhana dapat 
digambarkan dalam diagram alir berikut: 
 

																																																													
1
 Kesebelas Provinsi tersebut adalah Aceh, Jambi, Riau,  Sumatera Barat, Sumatera 

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, 
Papua, Papua Barat 
2
 STRANAS REDD+, hal 42 

3
 STRANAS REDD+, hal 42 
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STRANAS REDD+ diinisiasi oleh Satgas REDD+ sejak 2010. Dari 
berbagai kompleksitas isu kehutanan yang diangkat dalam 
STRANAS, tenure bisa dikatakan sebagai salah satu isu yang 
menjiwai pembentukan STRANAS.  Tenure dalam hal ini dipahami 
sebagai hak-hak yang melekat di atas sumber daya tertentu yang 
dikuasai seorang atau beberapa pemegang sumber daya (Bruce, 
1998). Sumber daya yang dimaksud disini adalah hutan dan lahan 
gambut. Untuk mempersingkat dalam penyebutan peris�lahan, 
tulisan ini hanya menyebut tenure.  
 
Dalam proses konsultasi publik di berbagai daerah, terungkap 
bahwa persoalan tenure meletup terutama menyangkut konflik 
klaim antara berbagai pihak dan menimbulkan korban yang �dak 
sedikit. Masukan atas dra� pertama bulan September 2010, 
misalnya, muncul dari delapan organisasi masyarakat sipil yang 
mengusulkan agar visi STRANAS antara lain memas�kan adanya 
pengakuan hak masyarakat atas tanah melalui penyelesaian 
masalah tenurial. 4   Masukan lain datang dari Organisasi 
Masyarakat Sipil Papua tanggal 16 Oktober 2010 men gusung judul 
“No Rights No REDD”. Mereka menegaskan kekhususan tenurial 
Papua. Mereka juga mendorong urgensi pembentukan kebijakan 
pengakuan hak masyarakat adat dengan meng gunakan pemetaan 
par�sipa�f sebagai instrumen iden�fikasinya.  
 

																																																													
4
 Surat tersebut dikirim pada tanggal 25 Oktober 2010 oleh Perkumpulan HuMa yang 

ditandatangani oleh delapan organisasi yakni HuMa, LBBT, CAPPA, KpSHK, DtE, BIC, 
AMAN, YMP 



	

Dari luar negeri, Rainforest Founda�on Norway (RFN) turut 
memberikan kontribusi. Sudah puluhan tahun, RFN bermitra 
dengan NGOs di Indonesia. Berdasarkan pengalaman bekerja di 
Indonesia RFN mendorong pengakuan tenurial masyarakat adat 
dan komunitas lokal. Dalam suratnya, RFN mendesak: 

 
Strategi Nasional harus menggambarkan strategi untuk 
menyelesaikan konflik pertanahan dan mengatasi 
persoalan lemahnya jaminan atas tenure (masyarakat 
adat dan lokal – pen) dan semua ak�vitas REDD harus 
menghargai dan menerapkan hak masyarakat adat sesuai 
dengan kewajiban internasional Indonesia.5 

 
Konsultasi publik di berbagai daerah pun mengangkat isu ini. Di 
Sulawesi Tengah misalnya, masukan publik untuk segera 
menyelesaikan persoalan tenure menyeruak ke permukaan. 
Peserta dari berbagai komunitas adat mendorong agar free prior 
informed consent harus diintegrasikan ke dalam STRANAS.  Pada 
saat yang bersamaan segera menyelesaikan konflik penguasaan 
sumber daya alam.6  
 
Berbagai tekanan publik akhirnya menempatkan isu hak tenurial 
sebagai bagian tersendiri dalam STRANAS REDD+. Isu ini bahkan 
dibahas secara khusus dalam pilar ke-2 (lihat tabel 1.1. di bawah), 
yakni pilar kerangka hukum dan peraturan. STRANAS mempunyai 
lima pilar, yakni: (1) kelembagaan dan proses, (2) Kerangka hukum 
dan peraturan; (3) Program-program strategis; (4) perubahan 
paradigma dan budaya kerja; dan (5) Pelibatan para pihak.  

																																																													
5
 Versi aslinya “The Na�onal Strategy must elaborate a strategy for solving land conflicts 

and the lack of secure tenure, and all REDD ini�a�ves must respect and implement the 
rights of indigenous peoples in accordance with Indonesia’s interna�onal obliga�ons”. 
Masukan RFN, lihat Input to the dra� Na�onal REDD+ Strategy Submi�ed by Rainforest 
Founda�on Norway 
6
 Konsultasi Publik atas dra� STRANAS versi 24 September di regio Sulawesi dilakukan di 

Hotel SwissBel Palu, pada 14-15 Oktober 2010 
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Table 1.1 Tenure dalam STRANAS 
Isu tenure dalam STRANAS 

Kejelasan atas tata batas dan hak kelola masyarakat terhadap sumber daya 
alam adalah hak kons�tusional. Penataan tenurial atau hak -hak atas lahan 
dilakukan dengan tujuan menciptakan prakondisi yang pen�ng bagi 
keberhasilan pelaksanaan REDD+.  
Penataan kondisi tenurial dilakukan melalui:  

1. Pemerintah memberikan instruksi kepada Kementerian Dalam Negeri 
bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk 
melaksanakan inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan lokal 
lainnya.  

2. Mendukung BPN untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial 
yang dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian konflik diluar 
pengadilan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang -
undangan di Indonesia.  

3. Melakukan penyelarasan dan penyesuaian (revisi) dalam peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan lain yang terkait secara langsung 
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 
menginternalisasi prinsip dan menjalankan proses Persetujuan 
Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam 
penetapan perizinan pemanfaatan sumber daya alam.

 
Isu tenure terutama hak masyarakat adat dan komunitas lokal 
juga muncul di pilar lain. Dalam pilar “Pelibatan Para Pihak”, 
disebutkan kerangka pengaman sosial (social safeguards) sebagai 
instrumen yang bertujuan  untuk memas�kan landasan dan 
pemulihan hak-hak masyarakat dan proses tata kelola secara 
keseluruhan.7 
 
STRANAS juga mencantumkan free prior informed consent atau 
PADIATAPA sebagai prinsip yang mengawal proses REDD+ agar 
memas�kan keadilan dan akuntabilitas dari pelaksanaan 
program/proyek/kegiatan REDD+ bagi masyarakat adat/lokal yang 
kehidupan dan hak-haknya akan terkena pengaruh.8 
 
Nampaknya berbagai rumusan ini mengakomodasi masukan 
masyarakat sipil secara signifikan  terutama dalam aspek tata 

																																																													
7
 Strategi Nasional REDD+, Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, Juni 

2012, hal. 33 
8
 Strategi Nasional REDD+, hal. 31 
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waktu pelaksanaan REDD. Secara garis besar, masukan 
masyarakat sipil maupun berbagai putaran konsultasi publik 
terhadap isu tenure diakomodasi dalam �ga agenda tahapan 
penyelesaian persoalan tenure.  
 
Pertama, proses penyelesaian tenure di masa lalu dan mencegah 
terjadinya konflik tenurial baru. Hal ini dijembatani lewat 
diperkenalkannya strategi mekanisme penyelesaian konflik, 
review peraturan perundang-undangan dan perizinan sekaligus 
pembentukan peraturan barua, dan prinsip free prior informed 
consent. Mul�-strategi ini dikembangkan agar masalah kehutanan 
di masa lalu �dak menjadi beban yang terus membawa kegelapan 
konflik ke dalam regim REDD+. Dalam hal ini, safeguards atau 
kerangka pengaman bersamaan dengan FPIC dikembangkan 
untuk mencegah sejak dini agar REDD+ �dak menimbulkan 
persoalan sosial dan lingkungan yang baru bagi komunitas. Di 
samping itu, secara kelembagaan tata kelola lembaga REDD+ 
dirancang sedemikian rupa agar mampu menjawab persoalan-
persoalan kebijakan dan kelembagan yang selama ini buntu 
penyelesaiannya. Lembaga REDD+ diharapkan mampu 
mengefek��an fungsi-fungsi koordinasi tema�k antar 
kementerian/lembaga pemerintah dan antara pusat dengan 
daerah. Lembaga tersebut akan melakukan koordinasi dalam 
pencarian sumber dan penyelesaian masalah (troubleshoo�ng/ 
debo�lenecking) yang menyangkut kewenangan antar 
kementerian/lembaga yang terkait pelaksanaan program REDD+.9 
Perannya yang lain adalah mempunyai  Pengarah dan Pengawas 
yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian/Lembaga, 
perwakilan organisasi masyarakat a dat/lokal, perwakilan 
organisasi masyarakat sipil, perwakilan industri, dan perwakilan 
akademisi yang relevan.10 
 
Kedua, pencegahan persoalan baru ke�ka REDD dilaksanakan. 
Tahapan ini nampak dalam isu moratorium yang memerintahkan 
penghen�an sementara pemberian izin baru. Targetnya adalah 

																																																													
9
 Strategi Nasional REDD+, hal. 12 

10
 Strategi Nasional REDD+, hal. 14 
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untuk memberi ruang bagi penyelesaian persoalan tenure 
sekaligus mencegah REDD �dak memperparah konflik yang 
sedang berlangsung. Strategi moratorium juga memberi ruang 
agar REDD hadir pada situasi yang kurang lebih kondusif untuk 
mencapai target-target perubahan yang diinginkan. Meski 
demikian, desakan STRANAS REDD belum mengakomodasi 
desakan masyarakat sipil agar menyediakan mekanisme review 
bagi proyek-proyek percontohan REDD+ atau bahkan proyek 
REDD yang sedang berlangsung.  
 
Ke�ga, pasca implementasi REDD+. STRANAS mendorong 
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme yang 
menjamin manfaat tambahan REDD+. Dalam hal ini, REDD+ harus 
memas�kan �dak ada pengurangan kualitas hidup masyarakat. 11   
 
Terkait dengan point ke�ga, hal yang lebih pen�ng adalah 
efek�vitas implementasi. Apa yang digagas dalam STRANAS 
seharusnya menjiwai isi SRAP dalam wujud yang lebih operasional 
di �ngkat provinsi. Dalam hal ini, dua hal se�daknya diperlukan 
dalam menyusun SRAP yakni: (1) harus ada konsistensi dan 
keterhubungan yang jelas antara STRANAS dan SRAP; (2) SRAP 
membawa isu-isu STRANAS dalam konteks yang lebih membumi 
melalui penyediaan data dan informasi serta strategi aksi yang 
konkrit dan realis�s. Misalnya, dalam kaitannya dengan tenure, 
strategi dan rencana aksi yang paling tepat untuk Sumatera Barat 
adalah hutan nagari karena melalui strategi tersebut mereka bisa 
mencegah deforestasi lewat kelembagaan nagari yang kuat.  
Nagari dalam konteks ini adalah bentuk penguasaan komunitas 
yang mewakili mayoritas model pengelolaan sumber daya alam 
berbasis masyarakat di Sumatera Barat.  
 
STRANAS memang bukan obat mujarab. Se�daknya, ada empat 
persoalan utama STRANAS. Pertama, watak STRANAS apoli�s 
terhadap sumber pendanaan. STRANAS sama sekali �dak 
memper�mbangkan implikasi sumber pendanaan berbasis pasar 

																																																													
11

 Strategi Nasional REDD+, hal. 36 
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terhadap kedaulatan sumber alam Indonesia. Berbagai laporan 
menunjukkan dengan gamblang bahwa pasar tanpa kendali telah 
merongrong hak warga negara Indonesia terhadap kekayaan 
alamnya (Paasch, Garbers dan Hirsch, 2007, Eppler, 2009, Boras 
dan Franco, 2010 FPP, PUSAKA dan Jasoil, Oktober 2011). Namun, 
STRANAS bergeming dan tampil netral terhadap pasar karbon. 
Karena itu, ancaman akumulasi kemiskinan akibat peralihan hak 
atas sumber daya alam semakin nampak. Kedua, STRANAS �dak 
tegas terhadap pemicu deforestasi yang dimotori kebijakan. 
Misalnya, STRANAS �dak secara tajam mengupas poli�k hukum 
sumber daya alam yang berorientasi eksploitasi. Akibatnya, target 
perubahan yang ditawarkan STRANAS �dak langsung menusuk ke 
in� persoalan. Ke�ga, STRANAS �dak menjangkau dan 
menyediakan tawaran solusi terhadap dampak dari kegiatan-
kegiatan percontohan REDD+ maupun kegiatan lainnya yang 
sedang berlangsung dengan mengatasnamakan dampak 
perubahan iklim. Misalnya, pembukaan lahan besar-besaran 
untuk mencetak pertanian baru merupakan salah satu agenda 
Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) dengan menggunakan isu perubahan iklim sebagai alasan 
pembenar (MP3EI, 2011: 20, 23). Keempat, STRANAS belum 
secara jelas memberikan solusi apabila ada dampak yang 
di�mbulkan oleh REDD terhadap tenure komunitas maupun hak 
lainnya.  

 

Cakupan Analisis 

Analisis ini akan memeriksa SRAP di �ga Provinsi, yakni Sumatera 
Barat, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Ke�ganya diperiksa 
dengan melihat secara khusus pada hak masyarakat atas tanah 
dan keterhubungannya dengan isu deforestasi serta strategi 
maupun aksi yang ditawarkan SRAP agar keduanya saling 
mendukung satu sama lain. SRAP seharusnya melokalisasi 
persoalan pada �ngkat Provinsi. Tujuannya adalah agar SRAP �dak 
lagi sekedar kumpulan generalisasi persoalan secara berlebihan 
tetapi meringkus strategi yang kontekstual dengan Provinsi. Sudut 
pandang yang ditawarkan analisis ini dimulai dari  isu utama REDD 
yakni deforestasi dan degradasi. Untuk memberi preskripsi yang 
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tepat terhadap masalah ini, diagnosa persoalan harus benar-
benar jitu terutama untuk menangkap iden�fikasi dan penjelasan 
yang tepat terhadap pelaku dan penyebab deforestasi. Misalnya, 
umum dikenal bahwa kebijakan merupakan pemicu deforestasi. 
Statemen ini �dak bermakna apapun kecuali jika disertai 
pendalaman yang tajam disertai buk�-buk� yang tepat atas 
faktor-faktor determinan pemicu deforestasi dari kebijakan 
tersebut. Uraian atas peran lembaga pembentuknya, jenis, 
dampak dan contoh-contoh semes�nya merupakan refleksi atas 
persoalan konkrit di Provinsi yang bersangkutan. Penggambaran 
seper� ini diperlukan agar bisa diuraikan dimana letak benang 
kusut deforestasi dan prioritas strategi yang dibangun untuk 
mengatasinya. Tanpa uraian yang utuh dan teli�, SRAP akan 
menjadi semacam analisis atas kumpulan prasangka dan strategi 
“keranjang sampah” dimana semua persoalan kehutanan ditaruh 
disana tetapi pada akhirnya �dak akan berdaya terhadap 
penyebab utama deforestasi yang terus melindas tanpa bisa 
dicegah secara sistema�s.  
 
Di samping itu, tanpa pemeriksaan yang ketat dan terukur 
mengenai pelaku deforestasi, REDD+ berpotensi menjadi 
kebijakan lingkungan yang efek�f menyasar yang lemah dan 
memperkokoh yang kuat. Pemikiran Marxis dalam hukum bisa 
dipinjam dalam konteks ini. Hukum adalah suatu arena relasi 
kelas. Dalam suatu struktur poli�k-hukum yang �dak adil, dimana 
kelompok tertentu (masyarakat adat/lokal  yang marginal) terus 
menerus menjadi korban kebijakan pembangunan, sangat mudah 
bagi agensi negara sebagai representasi kelas ekonomi dominan 
untuk mengemudikan suatu kebijakan baru dengan merepe�si 
penindasan melalui penguatan status quo, sementara saat yang 
sama semakin menyudutkan yang marginal. 12  Potensi konflik 
antara yang untung dan �dak diuntungkan dimulai dengan 
kerumitan konsep REDD yang hanya dipahami segelin�r orang 
yang dominan. Saya menyebut kelompok dominan karena 

																																																													
12

 lihat legal rela�ons and class rela�ons, dalam uraian Alant Hunt, 1999, dalam Dennis 
Pa�erson, ed, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell 363 -364 
Marxian dalam hukum 
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berbagai proyek lingkungan sebelumnya seper� Taman Nasional, 
kawasan konservasi, kawasan lindung menunjukan peran sentral 
orang-orang ini sebagai pelaku utama; entah sebagai pencetus 
wacana maupun sebagai pelaku lapangan. Dalam kaitannya 
dengan REDD, sejak dini sangatlah terang jurang pengetahuan 
antara pengusung kebijakan REDD dari kelompok dominan 
dengan komunitas yang �dak memahami REDD. Upaya sosialisasi 
REDD melalui SRAP tanpa menyadari jurang pengetahuan dalam 
isu ini akan menguntungkan kelompok dominan baik sebagai 
penyokong REDD dari luar maupun di internal komunitas yang 
kerap mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi 
sekaligus relasi dengan pihak lain.  
 
Dalam kaitannya dengan hak masyarakat atas tanah dan SDA, 
analisis ini akan memeriksa kembali apakah ada warisan asumsi 
masa lalu dalam SRAP yang dimonopoli oleh anggapan sepihak 
kelompok pro-pembangunan terhadap masyarakat tradisional. 
Warisan itu antara lain mengkategorikan tenure komunitas 
adat/lokal sebagai pemicu deforestasi. Selama ini beberapa studi 
acapkali menyampaikan argumen bahwa kemiskinan merupakan 
pemicu deforestasi.  Perusahaan pemetaan dan analisis risiko asal 
Inggris, Maplecro�, misalnya mengeluarkan indeks deforestasi 
2012 untuk berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu index 
utama pemicu deforestasi adalah kemiskinan.13 Namun analisis 
global tersebut telah diperiksa ulang. Purnamasari dari CIFOR 
(2010) menemukan sebaliknya. Dalam studi CIFOR bukan 
kemiskinan yang merupakan pemicu deforestasi tetapi 
kemakmuran. 14  Asumsi utamanya adalah kesejahteraan 
mengandaikan pembangunan. Penyun�kan modal yang diiku� 

																																																													
13

 h�p://maplecro�.com/about/news/deforesta�on.html  
14

 Di beberapa komunitas, asumsi kemakmuran sebagai penyebab deforestasi juga 
sering mereka kemukakan. Di Sungai U�k Kapuas Hulu Kalbar misalnya, dengan persepsi 
masyarakat Sungai U�k tentang kemakmuran yang mereka alami, maka mereka 
menjaga hutannya agar kemakmuran yang sudah berlangsung �dak berkurang atau 
malah hilang sama sekali ke�ka hutan diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain. 
Lihat Bule�n FWI In�p Hutan, Kearifan Lokal: Potret Pengelolaan Hutan Adat di Sungai 
U�k, Kapuas Hulu, Edisi I-06/Januari-Februari 2006 
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rangkaian pembangunan akan menjadikan hutan sebagai sasaran 
yang mudah untuk mengakumulasi kapital. Sampai pada �ngkat 
kemakmuran tertentu, level deforestasi akan menurun. Studi dan 
analisis CIFOR atas perilaku deforestasi di 33 Provinsi sejak 1985 
sampai 2000, menunjukan keterkaitan linear antara peningkatan 
pendapatan dengan laju deforestasi. Dalam periode ini, 
pendapatan per kapita regional di masing-masing Provinsi rata-
rata 3,7 % per tahun. Indeks kesejahteraan kabupaten meningkat 
rata-rata 7,9 % dan rata-rata deforestasi pun meningkat dari 
0.018 % ke 0.14 % per tahun. Dengan menggunakan model 
perhitungan yang sama dan menetapkan variabel lainnya konstan, 
CIFOR memproyeksikan bahwa antara 2000 sampai 2015 
deforestasi akan berkurang 0,01 %. Analisis ini �dak bermaksud 
untuk secara dini menyangkal peran pengelolaan hutan/SDA oleh 
masyarakat dalam memicu deforestasi. Tetapi yang lebih pen�ng 
adalah kalaupun benar demikian adanya, fakta dan data yang 
tepat seharusnya disodorkan untuk membuk�kan tuduhan 
tersebut daripada sekedar statemen kosong yang seringkali 
menjadi hukuman mirip “diskriminasi secara historis” bagi 
masyarakat adat/lokal. 

 

Analisis ini juga akan memeriksa gambaran yang ditampilkan SRAP 
terhadap pemicu deforestasi dan degradasi serta strategi untuk 
mengatasinya. Hal ini pen�ng diungkap untuk melihat sejauh 
mana strategi-strategi ini secara berimbang menilai dan 
memetakan penyebab deforestasi dan pada saat yang sama 
secara tepat menempatkan posisi masyarakat adat/lokal dalam 
strategi tersebut; entah sebagai pemicu atau pemberi solusi. 
Pemetaan ini pen�ng untuk mengukur seberapa kuat dan 
strategis peran komunitas diakomodasi dalam isu REDD di �ngkat 
daerah. Lebih lanjut, analisis ini juga akan melihat apakah strategi 
yang ditawarkan tersebut sanggup memberikan jaminan 
perlindungan bagi strategi lokal terkait mi�gasi deforestasi yang 
disediakan oleh komunitas atau hanya sebuah rencana business 
as usual  belaka. Kehadiran strategi-strategi ekonomi baru seper� 
MP3EI seharusnya nampak dalam SRAP. Sumatera, misalnya, 
merupakan kawasan ekonomi untuk produksi sawit, karet, batu 



	

bara, besi baja, dan jembatan selat sunda (lihat tabel 1.2 di 
bawah) 

Tabel 1.2. Koridor ekonomi menurut MP3EI 

Analisis korela�f antara isu deforestasi dan MP3EI sangat pen�ng. 
Hasilnya akan memberikan gambaran yang utuh mengenai 
proyeksi deforestasi ke depan sekaligus resikonya bagi hak -hak 
komunitas. Tanpa mengaitkan deforestasi dengan rencana 
pembangunan ekonomi, REDD hanya instrumen utopis untuk 
mengoreksi masa lalu bukan tanggapan terhadap tantangan masa 
depan. 

 

 

 

Koridor Rencana  

1. Sumatera Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Besi-Baja, Jembatan 
Selat Sunda 

2. Jawa Industri Makanan Minuman, Teks�l, Permesinan, 
Transportasi,   Perkapalan, Alutsista, Telema�ka, 
Metropolitan Jadebotabek. 

3. Kalimantan 

Perkayuan, Besi
Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bauksit, Migas, 

-Baja 

4. Sulawesi Pertanian Pangan, Kakao, Perikanan, Nikel, Migas  

5. Bali NT  Pariwisata, Peternakan, Perikanan 

6. Papua-Kep.     
    Maluku 

Food Estate, Tembaga, Peternakan, Perikanan, Migas, 
Nikel 
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Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi 
Sulawesi Tengah  
 
Konteks sosial dan ekonomi 
Luas kawasan hutan di Sulteng sangat signifikan. Berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 
757/Kpts-II/1999 luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah 
adalah 4.394.932 hektar. Jumlah ini merupakan 64,60% dari total 
luas wilayah Sulawesi Tengah. Pada 2012, Pemprov Sulteng 
mengajukan  usulan tambahan perubahan RTRW Provinsi 
Sulawesi Tengah. Dalam usulan ini, luas kawasan hutan berkurang 
menjadi 3.492.156 hektar atau sekitar 53,29% dari luas Provinsi 
Sulawesi Tengah.15 
 
Dalam kaitannya dengan deforestasi, antara tahun 2000 dan 2011 
angka deforestasi yang tercat at sekitar 184.141 hektar atau 
16.740 hektar se�ap tahunnya. Degradasi hutan ditandai dengan 
konversi dari hutan primer kering menjadi hutan kering sekunder. 
Total degradasi hutan (563,473 hektar) melebihi jumlah total 
deforestasi dalam periode 2000-2011.  
 
Pertanian merupakan sumber mata pencaharian penduduk 
Sulawesi Tengah dengan padi sebagai tanaman utama. Kopi, 
kelapa, kakao dan cengkeh merupakan tanaman perdagangan. 
Hasil hutan berupa rotan, damar serta beberapa macam kayu 
seper� agathis, kayu hitam (eboni) dan meran� (SRAP Sulteng, 
2012). Laju deforestasi Sulteng memang �dak sebesar Kalteng dan 
Riau. Tetapi, Sulteng di masa depan tetap berpotensi melepaskan 
emisi skala besar. Saat ini, grafik ekonomi Sulteng menunjukan 
peningkatan terutama dari ekspansi perkebunan kakao dan 
tambang. 
 
Menurut MP3EI, Sulteng akan menjadi ajang simpul perkebunan 
kakao, kompleks LNG dan klaster industri. Namun, kurang 

																																																													
15

 SRAP Sulawesi Tengah, hal. 12 
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tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan gas di 
provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat 
menyebabkan Sulawesi kehilangan peluang pasar sebesar 600 
ribu ton yang setara dengan USD 360 juta. Selain itu, MP3EI 
melihat produksi kakao di Sulawesi cenderung menurun, 
walaupun luas areal tanam meningkat. Penyebab utamanya 
adalah penurunan produk�vitas petani kakao yang saat ini hanya 
0,4 – 0,6 Juta Ton/Ha, dibandingkan dengan potensi 
produk�vitasnya sebesar 1 – 1,5 Juta Ton/Ha. Penurunan 
produk�vitas kakao berhubungan erat dengan kondisi tanaman 
pangan yang sudah tua, terkena serangan hama dan penyakit 
tanaman, rendahnya teknik budidaya pemeliharaan tanaman 
kakao, serta keterbatasan infrastruktur pendukung bagi kegiatan 
perkebunan dan industri pengolahan kakao. Salah satu strategi 
kebijakan untuk mengatasi persoalan ini adalah melakukan 
konversi areal dan tata ruang bagi pengembangan perkebunan 
dan industri pengolahan kakao (MP3EI, 2011: 124-127) 

 

Di samping pertanian, sumber daya lain yang sangat kaya adalah 
bahan tambang. Kabupaten Morowali dipandang sebagai salah 
satu dari empat sumber lokasi pen�ng cadangan nikel di daratan 
Sulawesi. Salah satu kendala dalam pertambangan nikel, menurut 
MP3EI adalah terhambatnya peningkatan tahap kegiatan 
eksplorasi menjadi tahap operasi dan produksi atau pembukaan 
area baru. Sebabnya bermacam-macam. Misalnya, tumpang 
�ndih tata guna lahan, lambatnya penerbitan rekomendasi dari 
pemerintah daerah yang biasanya terkait dengan lambatnya 
pengurusan Ijin Pinjam Pakai Lahan Hutan dan juga penerbitan Ijin 
Usaha Pertambangan. 

 

Karena itu, dukungan kebijakan dan regulasi antara lain (1) 
penyederhanaan peraturan dan birokrasi (antar lembaga dan 
kementerian) untuk mempermudah kegiatan memulai dan 
mengoperasikan pertambangan; (2) perbaikan peraturan terkait 
pertanahan dan memperjelas tata guna lahan melalui tata ruang – 
untuk tambang nikel- pen; (3) Dukungan Pemerintah berupa 
pemberian insen�f kepada investor industri padat modal. 
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Konstelasi kebijakan makro ekonomi yang dipelopori MP3EI 
menunjukan dengan jelas bahwa Sulteng akan jadi ajang 
eksploitasi berskala masif, baik untuk produk pertanian maupun 
tambang. Sumber daya inilah yang seharusnya nampak dalam 
analisis deforestasi Sulteng sekaligus memetakan potensi 
peningkatan eksploitasinya ke depan dengan menggunakan 
proyeksi kebijakan saat ini.  

 

Analisis atas Penyebab Deforestasi  

Sulawesi Tengah menggunakan analisis tulang ikan (fishbone 
analysis) yang digunakan dalam STRANAS untuk menganalisis 
penyebab deforestasi. Kerangka analisis ini dibahas dalam 
Konsultasi Pengembangan Naskah Strategi Nasional R EDD+ 
Regional Sulawesi di Palu pada tanggal 14-15 Oktober 2010. Dari 
sana diperoleh lima faktor penyebab deforestasi dan degradasi, 
yaitu: (i) dasar dan penegakan hukum belum efek�f; (ii) 
perencanaan tata ruang belum efek�f; (iii) unit managemen hutan 
belum efek�f, (iv) tenurial masih bermasalah dan; (v) Tata kelola 
(governance) hutan masih bermasalah. 

 

Berbagai penyebab ini diuraikan satu per satu dalam SRAP disertai 
argumen yang di beberapa tempat meyakinkan namun di 
beberapa aspek lainnya sangat kabur bahkan cenderung 
serampangan. Ke�adaan data dan fakta menjadi persoalan umum 
di balik argumen yang juga terlalu umum sehingga kehilangan 
hubungan kausal dengan isu utamanya yakni deforestasi. Berikut 
ini merupakan beberapa contoh bangunan argumen SRAP yang 
masih perlu diperiksa ulang per�mbangan rasionalnya dan data-
data pendukung yang menjus�fikasi reliabilitasnya.  

 

Pertama, dasar dan penegakan hukum belum efek�f 

SRAP menyebutkan �ga permasalahan penegakan hukum yang 
memicu deforestasi, yakni terbatasnya kewenangan Pemda, 
penegakan hukum yang belum efek�f dan kontradiksi -tumpang 
�ndih kebijakan. Terkait terbatasnya kewenangan Pemda, 
menurut bacaan SRAP, pembiayaan dan ijin untuk hutan lindung 
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dan hutan produksi merupakan otoritas Pemerintah Pusat. 
Kewenangan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota 
sebatas administrasi (pemberi rekomendasi) dan pengamanan 
hutan. Akibatnya, kontrol daerah terhadap hutan sangat terbatas 
sehingga memicu deforestasi. Argumen ini secara singkat mau 
menegaskan bahwa kebijakan pusatlah yang memicu deforestasi.  

 

Meski demikian, analisis ini �dak menyertakan buk�-buk� konkrit 
bahwa pembatasan kewenangan daerah secara riil merupakan 
penyebab utama deforestasi di Sulawesi Tengah. Secara norma�f 
kewenangan daerah sangat memadai. Dalam pembagian urusan 
pusat dan daerah, kehutanan merupakan salah satu dari 31 
urusan pemerintahan yang dibagi (pasal 2 ayat 4 PP 38/2007). 
Terdapat 59 sub bidang urusan yang dibagi. Urusan perubahan 
status kawasan hutan disebutkan secara spesifik dalam bidang 
urusan mengenai penatagunaan kawasan hutan (lampiran AA sub 
bidang 7) dimana peran Pemerintah Daerah Provinsi/  
Kabupaten/Kota sangat strategis dalam mengusulkan perubahan 
status dan penggunaan kawasan hutan. Pembagian urusannya 
adalah sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan dalam hal penetapan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria penatagunaan kawasan hutan, pelaksanaan penetapan 
fungsi, perubahan status dan fungsi hutan serta perubahan hak 
dari lahan milik menjadi kawasan hutan, pemberian perizinan 
penggunaan dan tukar menukar kawasan hutan. Kedua, 
Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam hal 
per�mbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, 
perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan 
penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. Ke�ga, 
Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam hal 
pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan 
status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan 
serta tukar menukar kawasan hutan.  

 

Persoalan kedua yang terkait dengan penegakan hukum yang 
belum efek�f. Uraian SRAP hanya menyampaikan persoalan 
secara umum yang bisa ditemukan dalam kajian hukum di 



	

berbagai jurnal maupun ar�kel. Misalnya, SRAP menyebutkan 
bahwa penegakan hukum belum efek�f akibat dari dua hal yakni 
(1) �dak ada sanksi tegas bagi para pelaku kejahatan kehutanan 
khususnya destruc�ve logging (pembalakan yang merusak); dan 2) 
mentaliltas dan kinerja aparat penegak hukum masih rendah. 

 

Gambaran persoalan seper� ini sama sekali �dak menukik secara 
kontekstual ke akar persoalan hukum di Sulawesi Tengah; �dak 
secara tajam mengupas sebab-sebab struktural, budaya, maupun 
norma hukum yang mengakibatkan gagalnya penegakan hukum 
secara efek�f. Misalnya, kasus-kasus korupsi, lemahnya kapasitas 
aparat, pertarungan antaraturan hukum yang bisa diteruskan 
dengan data di berbagai kabupaten, hasil pemantauan penegakan 
hukum, putusan pengadilan, penyelesaian kasus, dan seterusnya.  

 

Persoalan ke�ga terkait kontradiksi dan tumpang �nd ih kebijakan. 
Elemen ini mendeskripsikan beberapa persoalan hukum yang 
menjadi penyebab deforestasi, antara lain paradigma eksploitasi 
mengalahkan isu lingkungan, aturan yang �dak lengkap dan 
maraknya pencurian kayu. Tidak jelasnya definisi hutan dan 
kawasan hutan juga menjadi akar persoalan penyebab 
deforestasi.  

 

Argumen-argumen ini mudah dipahami oleh orang-orang yang 
benar-benar menger� persoalan kehutanan. Namun bagi orang 
awam, sulit untuk melihat kausalitas antara aturan yang �dak 
lengkap dengan laju deforestasi atau bahkan hubungan antara 
paradigma dengan praktek. Penggambaran masalah disini masih 
sangat umum. Data dan fakta dalam konteks Sulteng �dak banyak 
dieksplorasi sebagai basis untuk menyusun strategi kebijakan 
yang jelas dan pas�.  

 

Kedua, perencanaan tata ruang yang belum efek�f 

SRAP menyebut empat persoalan yang terkait dengan tata ruang 
yang belum efek�f, yakni (1) minimnya data/informasi tata guna 
lahan dan tata batas; (2) perencanaan yang masih bersifat 
sektoral dan �dak terpadu; (3) perencanaan tata ruang yang 
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belum sepenuhnya par�sipa�f; (4) minimnya alokasi untuk Ruang 
Terbuka Hijau (RTH).  

 

Secara umum SRAP Sulteng mampu memperlihatkan analisis 
hubungan antara persoalan-persoalan tata ruang yang disebutkan 
di atas dengan deforestasi. Namun seper� halnya dengan 
penyebab pertama, analisis ini minim data dan informasi yang 
kontekstual di �ngkat provinsi, apalagi menjangkau ke �ngkat 
kabupaten maupun desa. Berkaitan dengan data dan informasi 
misalnya. SRAP hanya menyampaikan persoalan minimnya 
ketersediaan dan akses yang terbatas pada data dan informasi 
spasial biofisik, maupun sosial ekonomi yang sahih dan akurat. 
Tetapi �dak disertai dengan penjelasan yang lebih jauh mengenai 
seberapa minim data tersebut, mengapa hal itu terjadi, dimana 
letak persoalannya, dan data-data yang menyuguhkan kesahihan 
analisis tersebut. Tanpa dukungan data dan buk�-buk� konkrit, 
analisis ini justru mengulang permasalahan yang dia angkat 
sendiri: miskin data tetapi berlimpah ruah dengan dugaan dan 
prasangka. Hal yang sama terjadi dengan persoalan kedua, ke�ga 
dan keempat. Semua argumen yang ditampilkan nampak 
meyakinkan namun sulit ditelusuri lebih lanjut ke �ngkat yang 
lebih operasional karena figur yang dipajang hanya rangkaian 
analisis persoalan, bukan etalase yang secara deskrip�f 
mempertontonkan fakta-fakta konkrit yang seharusnya menjadi 
��k pijak evaluasi. Dalam isu par�sipasi yang terkait tata ruang 
misalnya. SRAP menyebut proses RTRW yang top-down sehingga 
banyak free riders menggunakan kawasan �dak sesuai dengan 
RTRW. Pemaparan ini masih sarat dengan pertanyaan tambahan. 
Misalnya, apa saja �pologi penggunaan kawasan yang �dak sesuai 
dengan RTRW, apa benar ada koneksi antara penyimpangan di 
lapangan dengan minimnya par�sipasi, atau justru dua hal itu 
berada di kutub yang berlainan dan �dak ketemu satu sama lain.  

 

Ke�ga, unit managemen hutan belum efek�f  

Ada empat persoalan yakni: (1) perencanaan kehutanan masih 
bersifat top down; (2) rendahnya kinerja pemegang ijin usaha 
hasil hutan kayu (IUPHHK); (3) sistem pengawasan belum efek�f; 
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(4) lembaga dan aparatur pengelola hutan belum efek�f. Keempat 
persoalan umum dijumpai di provinsi lainnya. Nampaknya sudah 
ada upaya untuk mengiden�fikasi beberapa data penyokong yang 
terkait persoalan-persoalan ini. Misalnya, terkait sistem 
pengawasan yang belum efek�f, SRAP mengangkat kasus 
minimnya sumber daya manusia untuk mengawasi Taman 
Nasional Lore Lindu (TNLL). Dengan luas kawasan 217.991,18 ha, 
TNLL hanya memiliki aparat 214 orang atau rasio 1:1.019. Fakta 
seper� inilah yang seharusnya ditonjolkan. Wujudnya sangat 
konkrit terkait dengan kondisi kekinian TNLL sehingga rela�f lebih 
mudah dalam merancang strategi untuk mengatasinya. Data 
lapangan juga nampak dalam analisis persoalan yang terkait 
kinerja IUPHHK. Disana disebutkan dari 15 perusahaan pemegang 
IUPHHK di Sulawesi Tengah, sebagian besar masih menunjukkan 
rendahnya kinerja pengelolaan hutan baik dari aspek kaidah dan 
prinsip- prinsip Sustainable Forest Management (SFM) maupun 
kontribusi terhadap pembangunan daerah. Gambaran data ini 
masih separuh jalan dan belum menyentuh alasan yang menjadi 
penyebab rendahnya kinerja 15 perusahaan tersebut.  

 

Keempat, tenurial masih bermasalah  

SRAP mengiden�fikasi empat persoalan utama yang mengaitkan 
tenure dengan isu deforestasi, yakni (1) status dan batasan 
kawasan hutan belum jelas; (2) belum adanya pengakuan formal 
terhadap hak-hak masyarakat adat; (3) belum adanya mekanisme 
resolusi konflik terhadap kasus-kasu agraria dan pengelolaan 
sumber daya alam; (4) tafsir hak menguasai negara yang belum 
tepat.  

Dalam mengupas persoalan status dan batas kawasan, SRAP 
Sulteng mendeskripsikan persoalan sebagai berikut:  

 

Proses penataan batas kawasan hutan, yang mampu 
menunjukkan di mana dan berapa luas kawasan hutan 
yang pas� secara legal maupun aktual diakui dan 
dihorma� semua pihak, sampai saat ini belum terwujud. 
Kemudian, hampir seluruh kawasan hutan di Sulawesi 
Tengah merupakan kawasan yang open access dan 
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memicu deforestasi dan degradasi baik yang direncanakan 
maupun yang �dak direncanakan. 16 
 

Pernyataan ini menyinggung beberapa persoalan yang berkumpul 
sekaligus tapi membutuhkan serangkaian penjelasan yang serius. 
Misalnya, isu open access yang memicu deforestasi. Dalam 
konteks dan penger�an siapa open access yang dimaksud disini; 
open access versi negara atau versi masyarakat. Pernyataan yang 
tampil dalam rupa kesimpulan seper� ini harusnya dimulai dari 
uraian yang lebih utuh tentang konteks tenure di Sulawesi 
Tengah, antara lain kemajemukannya, silang sengkarutnya dan 
persoalan kebijakan di atasnya. Tanpa latar yang memadai, is�lah 
open access bisa dipahami semata-mata sebagai minimnya 
kontrol negara di satu sisi dan merajalelanya masyarakat di sisi 
lain. Dalam hal ini, masyarakat dicap sebagai pemicu deforestasi. 
Namun berbagai sumber menyebutkan, kerumitan tenure di 
Sulawesi Tengah juga terjadi karena kepungan banjir kebijakan 
eksploita�f negara  maupun agenda NGOs (konservasi) yang 
melanda wilayah-wilayah yang dikuasai komunitas. Pada �tik 
tertentu, komunitas kehilangan kontrol atas internalitasnya 
sehingga banyak wilayah dalam keadaan tanpa kontrol bisa 
diambil alih oleh pihak-pihak luar yang lebih berkuasa (Acciaioli, 
2006).  
 
Uraian atas persoalan kedua yang terkait pengakuan formal 
terhadap hak-hak masyarakat adat juga belum memberikan 
pemaparan yang meyakinkan mengenai relasi antara �dak adanya 
pengakuan dengan isu deforestasi. SRAP sekonyong-konyong 
menyimpulkan bahwa ke�dakjelasan pengakuan hak masyarakat 
adat atas wilayahnya dan corak produksinya menyebabkan konflik 
atas penguasaan tanah dan hutan antara Negara dengan 
masyarakat adat masih terus berlangsung di Sulawesi Tengah.  17  
Kesimpulan ini masih menyisakan pertanyaan mengenai 
hubungan antara konflik dengan deforestasi. Misaln ya, apakah di 
kawasan yang berkonfik akibat belum diakui secara formal oleh 
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negara, laju deforestasi meningkat/menurun. Koneksi ini perlu 
diperlihatkan untuk menunjukan relevansi antara  persoalan 
dengan isu pemicu deforestasi. Hal yang sama terjadi dalam 
uraian atas persoalan yang terkait dengan mekanisme resolusi 
konflik. Analisis atas persoalan ini �dak memperlihatkan koneksi 
antara �dak tersedianya aturan formal resolusi konflik maupun 
mekanisme penyelesaian alterna�f dengan perilaku deforestasi. 
Alhasil, uraian atas masalah ini terlalu datar untuk sampai ke 
kategori pemicu deforestasi.  

 

Persoalan yang terkait tafsir atas hak menguasai negara (HMN) 
juga belum memperlihatkan analisis yang menjembatani tafsir 
yang keliru atas HMN dengan kerusakan lingkungan, khususnya 
hutan. Uraian ini sebetulnya telah mulai mengiden�fikasi 
kebijakan yang menafsirkan secara keliru HMN. Misalnya, Surat 
Edaran Gubernur Nomor 593 tahun 1992 yang �dak mengakui 
tanah adat di Sulawesi Tengah. Sayangnya, �dak dibeberkan leb ih 
lanjut akibat tafsir keliru tersebut terhadap deforestasi atau 
kerusakan lingkungan. Misalnya, apakah akibat tafsir tersebut 
banyak wilayah yang dikuasai komunitas beralih ke tangan negara 
atau pihak lain dan kemudian dikeruk untuk kepen�ngan 
pembangunan, sehingga laju deforestasi pun meningkat.  

 

Kelima, tata kelola hutan yang masih bermasalah 

Ada lima persoalan yang menjadi pemicu deforestasi dari aspek 
tata kelola, yakni: (1) ego-sektoral dan koordinasi yang belum 
efek�f; (2) maraknya KKN dalam penerbitan izin (KP, IUPHHK, 
HGU, dll); (3) terbatasnya akses untuk par�sipasi masyarakat; (4) 
dominasi kepen�ngan poli�k; (5) kinerja birokrasi rendah.  

 

Sebagian besar pemaparan yang memperkuat argumen kelima 
permasalah ini bukanlah hal baru. Isu ego-sektora dan koordinasi, 
�dak beda dengan konteks nasional. Demikian halnya dengan 
KKN, terbatasnya par�sipasi dan kinerja birokrasi yang lemah. 
Ke�ganya mengulang analisis yang ada di �ngkat nasional. 
Namun, faktor pen�ng yang �dak terungkap dalam SRAP Sulteng 
adalah data yang menunjukan dampak dari �ga persoalan ini 

Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah   21



	

terhadap laju deforestasi. Sebagai isu lokal, faktor -faktor ini 
semes�nya ditampilkan lebih gamblang sehingga strategi yang 
nan�nya dikembangkan �dak merepe�si begitu saja strategi dan 
�ndakan di �ngkat nasional menjadi rencana di �ngkat daerah. 
Hal yang menarik dari iden�fikasi persoalan ini adalah dominasi 
kepen�ngan poli�k memicu deforestasi. Sayangnya, uraianya 
sangat terbatas sehingga �dak menjelaskan secara terang 
benderang apa sesungguhnya di belakang isu dominasi 
kepen�ngan poli�k sehingga memicu deforestasi. SRAP hanya 
menyebutkan bahwa kepen�ngan poli�k sangat dominan dalam 
konversi kawasan hutan menjadi kawasan budidaya dan 
meningkatnya penerbitan IUPHHK yang ditengarai sebagai 
sumber pendanaan menjelang pemilu kepala daerah. Perseteruan 
di level kabupaten antara pemerintah daerah dengan unit 
pengelola hutan terkait status kawasan konservasi juga sangat 
bernuansa poli�s. 18 
 
Strategi SRAP dan Status Hak Masyarakat atas Tanah 
SRAP Sulteng sebetulnya telah mengiden�fikasi persoalan yang 
terkait dengan hak-hak masyarakat, kontribusi masyarakat 
terhadap REDD dan upaya menjaring kontribusi tersebut ke dalam 
strategi REDD. Misalnya, menampilkan sejumlah cerita inisia�f 
masyarakat untuk mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik. 
Misalnya, Ngata Toro menjadi salah satu icon konservasi versi 
masyarakat sampai mendapat penghargaan Equator Price dari 
UNESCO pada tahun 2004.  
 
Berbagai kontribusi lainnya disebutkan dalam rentang waktu sejak 
tahun 2000an, antara lain:  
 Deklarasi Masyarakat Adat tahun 2007 tentang penguatan 

kelembagaan tradisional yang mengawal Ter�b Sosial untuk 
mengatur dan mengawasi pemanfaatan Sumber Saya Alam 
termasuk pengelolaan Hutan. 

 Budidaya damar (Agathis sp) yang dilakukan oleh Masyarakat 
Adat Tau Taa Wana sejak tahun 2008 di Lipu Vananga Bulang 
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DAS Bongka. 

 Inisia�f AMAN Sulawesi Tengah dalam rangka persiapan 
masyarakat adat (diseminasi informasi, public awareness dan 
penguatan kelemba-gaan) terkait upaya mi�gasi perubahan 
iklim  

 

Meski demikian, da�ar ini mirip seper� laporan ak�vitas berbagai 
organisasi pendamping komunitas. Dia belum menjawab 
pertanyaan pen�ng kaitan antara isu deforestasi dengan 
kontribusi posi�f masyarakat untuk mengerem maupun 
menghen�kan deforestasi. Da�ar ini bukan sumber yang tepat 
untuk mendapatkan gambaran sejauh mana hak, kelembagaan, 
aturan hukum maupun praktek pengelolaan komunitas di Sulteng 
berkontribusi terhadap pengurangan laju deforestasi. Karena itu, 
uraian ini sulit untuk memberi rekomendasi strategi tepat yang 
menukik ke kekuatan komunitas untuk membuatnya bergerak 
maju sehingga memperkokoh hak sekaligus memberikan manfaat 
bagi lingkungan hidup. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 
hampir mirip dengan pemetaan masalah deforestasi, pemetaan 
kontribusi masyarakat dalam SRAP Sulteng juga kabur. 

 

Minimnya data yang terkait iden�fikasi masalah dan kontribusi 
masyarakat membuat strategi yang dibangun sangat banyak. 
Bahkan cenderung menjadi keranjang sampah, tanpa prioritas. Di 
samping itu,  �dak target jangka waktu  yang jelas kapan strategi 
ini hendak dicapai. Dari 10 strategi daerah, terdapat lima strategi 
yang secara langsung menjabarkan isu-isu yang terkait hak 
masyarakat adat/lokal. Kelima strategi tersebut ada lah: (1) 
Pelibatan para pihak/pemangku kepen�ngan terutama 
masyarakat yang berada di kawasan hutan; (2) Pemberdayaan 
ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial; (3) Percepatan 
penetapan produk hukum tentang pengakuan hak-hak 
masyarakat adat; (4) Percepatan penyelesaian konflik-konflik 
tenurial; dan (5) Pengembangan pengetahuan dan kearifan lokal.  

 

Lima strategi ini sangat pen�ng bagi hak masyarakat. Tidak ada 
yang menegasikan fakta itu. Namun, sebagai strategi 



24    Hak Masyarakat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam Dalam Strategi REDD

	

perencanaan, seharusnya dari awal diingatkan bahwa terlalu 
banyak strategi membuat target yang hendak dicapai seringkali 
kurang realis�s.  
 
Pertama, dari segi pendanaan sudah terlihat SRAP Sulteng 
nampak ragu-ragu. Dalam bab tentang kelembagaan REDD, salah 
satu prinsip utama yang disampaikan SRAP adalah memiliki cukup 
kekuatan dan kemampuan teknis sehingga �dak membebani 
anggaran daerah. Prinsip ini jelas dan tegas melihat berbagai 
kumpulan strategi yang berjibun di atas sebagai beban. Tidak 
mengejutkan dalam mengiden�fikasi sumber pendanaan, SRAP 
Sulteng menaruh APBD dalam urutan paling bontot. Pertama 
ditempa� Bantuan dari pemerintah negara sahabat kepada 
pemerintah RI (G to G). Kedua bantuan (hibah) dari 
badan/organisasi internasional dan pihak swasta. Dan terakhir 
APBN dan APBD. Penempatan sumber pendanaan ini menunjukan 
strategi REDD bukan prioritas Sulteng.  
 
Kedua, dari segi kelembagaan sangat jelas kewenangan lembaga 
REDD daerah sebanyak-banyaknya hanya berurusan dengan 
koordinasi. 19 Dari sembilan kewenangan lembaga ini, lebih dari 
separuh (5 kewenangan) berurusan dengan koordinasi. Sisanya 
berkaitan dengan penyusunan strategi, rencana aksi dan fasilitasi 
kegiatan. Sementara persoalan deforestasi dan strategi untuk 
mengatasinya lebih dari sekedar koordinasi.  
 
Ke�ga, ada gap antara persoalan utama deforestasi dengan 
strategi yang ditawarkan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, 
ancaman utama terhadap hak masyarakat adat/lokal sebetulnya 
berasal dari kebijakan pemerintah yang memicu deforestasi. 
Sebagian besar kebijakan tersebut masih berlaku efek�f, bahkan 
cenderung berlipat ganda melalui orientasi baru ekonomi seper� 
MP3EI. Tekanan terhadap lahan makin meningkat terutama jika 
melalui MP3EI migran-migran baru akan berduyun-duyun ke 
Sulteng untuk mendukung ekspansi kakao. Sayangnya, MP3EI 
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bahkan �dak dianalisis sedikit pun dalam uraian permasalahan. 
Akibatnya strategi yang dibangun seper� rangkaian da�ar belanja 
yang too good to be true. Strategi seharusnya berupa sebuah 
desain yang lengkap tentang seluk beluk cara, pendekatan, proses 
yang realis�s dan berbagai aspek lainnya yang dirancang untuk 
menghadapi permasalahan deforestasi. Dia �dak hanya susunan 
upaya atau usulan kegiatan tetapi mengaitkan secara langsung 
antara kontribusi strategi tersebut terhadap permasalahan 
deforestasi yang sudah diuraikan sebelumnya. Tanpa menunjukan 
hubungan yang jelas tersebut, strategi dimaksud akan jalan lain 
dari permasalahan yang seharusnya diatasi. Antara satu strategi 
dengan strategi lainnya juga berkesinambungan untuk 
mendukung pengurangan laju deforestasi. Misalnya, strategi 
percepatan penetapan produk hukum tentang pengakuan hak-
hak masyarakat adat harus didukung oleh strategi yang 
memas�kan produk tersebut �dak dianulir oleh produk hukum 
lainnya. Koneksi yang jelas dan rangkaian penjelasan yang utuh 
antarstrategi belum nampak dalam SRAP Sulteng.  

 

Ke�ga, data-data historis kontribusi komunitas terhadap tutupan 
hutan di Sulawesi Tengah sama sekali �dak terungkap. Upaya 
maupun strategi untuk mendalami data tersebut hanya biasa-
biasa saja. Misalnya memuat cerita kearifan tersebut dalam 
kurikulum pendidikan, dokumentasi dan apresiasi. Belum ada 
greget untuk  melihat dan menafsirkan pola-pola seper� itu 
sebagai model REDD versi lokal Sulteng. Sehingga Sulteng �dak 
harus berjibaku dengan konsep-konsep global yang runyam dan 
ruwet. 

  

Kesimpulan Umum 

SRAP Sulteng pada dasarnya lebih merefleksikan persoalan 
lingkungan hidup masa lalu. Tidak kelihatan dalam proyeksi 
deforestasi potensi kehancuran lingkungan dan hutan akibat 
Perpres Percepatan Pembangunan Ekonomi: Perpres No 88/2011 
atau MP3EI.  
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Wadah hukum SRAP yang hanya berupa Peraturan Gubernur 
menyulitkan implementasi Pergub. Pertama-tama Pergub secara 
hukum �dak bisa mengalahkan Perda yang menjadi dasar hukum 
eksploitasi SDA di Sulteng. Dia juga tentu �dak bisa menghadang 
kebijakan deforestasi masif ala MP3EI. Pergub adalah baju yang 
kekecilan untuk menampung postur persoalan yang seharusnya 
dituangkan dalam produk hukum yang lebih �nggi. 

 

Minimnya penjelasan tentang “mengapa” di balik suatu fakta atau 
persoalan yang mengakibatkan deforestasi menjadi �pologi 
umum deskripsi pemicu deforestasi dalam SRAP Sulawesi Tengah. 
Sebagian besar persoalan-persoalan ini masih menawarkan 
deskripsi persoalan yang terlalu umum untuk konteks Sulawesi 
Tengah yang seharusnya punya karakteris�k sendiri.  

 

Jebakan REDD sebagai proyek pusat sangat nampak dalam 
penyusunan strategi. Cara analisis persoalan deforestasi bahkan 
mengkopi apa yang dikerjakan dalam STRANAS. Variasi lokal yang 
memperlihatkan konteks Sulteng �dak menonjol. Lemahnya data 
dan informasi terkait juga membuat analisis persoalan dan 
tawaran strategi �dak lebih dari kumpulan da�ar persoalan dan 
da�ar belanja solusi yang mudah ditemukan di berbagai forum 
kehutanan selama ini. Data mengenai kontribusi hak masyarakat 
terhadap pengurangan laju deforestasi sama sekali �dak 
tercermin dalam SRAP ini. Hanya cerita berulang-ulang dari 
masyarakat Toro yang dikenal tangguh dalam pengelolaan 
konservasi. Cerita ini betapapun hebatnya menimbulkan 
pertanyaan. Apakah �dak ada komunitas lain yang punya model 
pengelolaan sendiri di Sulteng. Atau hanya Toro lah satu-satunya.  

 

Strategi yang memberdayakan proses bo�om up �dak begitu 
nampak dalam SRAP Sulteng. Kendali program dan kegiatan yang 
disun�kan dari atas masih nampak dalam bentuk da�ar kegiatan 
yang bertele-tele sehingga secara programa�k sulit bagi 
komunitas untuk menawarkan agendanya sendiri. Model ini 
barangkali berangkat dari anggapan yang sangat paradigma�k 
bahwa pengetahuan tentang perubahan iklim, REDD dan 



	

seterusnya adalah kreasi dunia internasional. Komunitas adalah 
murid dalam proses ini. Sehingga, banyak pemaparan disana sini 
acapkali meminjam contoh maupun pendekatan dari luar. 
Orientasi global dari REDD pada sisi lain menunjukan minimnya 
krea�vitas dalam menentukan agenda kita sendiri. Lemahnya data 
tentang komunitas dan kontribusi mereka terhadap pengelolaan 
hutan lestari, membuat cuplikan contoh komunitas hampir melulu 
mengangkat orang Toro. Hal ini merupakan potret bahwa Pemda 
yang mendorong SRAP ini �dak paham benar tentang 
komunitasnya sendiri.  

Rekomendasi 

1. Sulteng perlu memperkaya data pemicu deforestasi. 
Pemetaan ini bisa dimulai dari pengembangan maupun 
dukungan secara serius model pengelolaan hutan oleh 
komunitas secara lestari. Pemda Sulteng bisa menemukan 
penyebab, pola dan bahkan aktor-aktor deforestasi dari 
pemetaan atas ancaman pengelolaan komunitas di unit yang 
paling kecil. Pemetaan juga bisa dilakukan terhadap praktek-
praktek lestari lainnya yang diperlihatkan oleh swasta maupun  
pemerintah sendiri. Meski demikian, pemetaan ini harus 
mengkombinasikan antara model pengelolaan lestari dengan 
pendekatan sosial, antara lain perlindungan maupun 
penguatan hak pihak terpengaruh, terutama komunitas adat 
dan lokal. Pendekatan bo�om up seper� ini juga bisa 
memberikan gambaran mengenai peran hukum dan kebijakan 
untuk mendorong atau sebaliknya mencegah deforestasi, 
melindungi atau justru menggusur hak-hak masyarakat. 
Temuan persoalan hukum dan kebijakan di �ngkat tapak akan 
membantu mengkonstruksikan solusi hukum dan kebijakan 
yang lebih efek�f di level kabupaten, provinsi maupun �ngkat 
nasional.   

2. Perlu mengiden�fikasi lebih banyak model kontribusi 
masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan 
hutan lestari. Kerja sama dengan berbagai ORNOP 
pendamping komunitas menjadi pintu masuk untuk 
mengembangkan model iden�fikasi maupun proses par�sipasi 
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komunitas. Terkait hal ini, SRAP seharusnya �dak berhen� di 
�ngkat Provinsi tetapi harus menjadi rujukan rencana 
pembangunan kabupaten hingga desa. Di �ngkat desa, adat 
maupun unit terkecil lainnya, rencana berbasis lingkungan 
seharusnya mengkombinasikan pengetahuan tradisional 
dengan pendekatan kebijakan.  

3. REDD seharusnya menjadi modal Sulawesi Tengah, bukan 
semata-mata mengiku� desain Jakarta. Karena itu, kekuatan 
para aktor pendukung di Sulteng seharusnya dipromosikan 
lebih tajam dan dalam, termasuk peran masyarakat sipil. 
Melulu menempatkan Pemerintah sebagai leading dalam 
se�ap program REDD mengulang cara lama yang terbuk� �dak 
efek�f menekan laju kerusakan hutan. Kebijakan REDD 
seharusnya menempatkan komunitas terutama yang hidup di 
dalam dan sekitar hutan sebagai pelaku utama. Pemerintah 
berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi inisia�f 
komunitas melalui kebijakan. Untuk itu, pada fase ini berbagai 
kebijakan persiapan seharusnya memprioritaskan komunitas 
hutan terlebih dahulu, sebelum masuk pada rencana makro 
lainnya. Sekurang-kurangnya kebijakan persiapan paralel 
antara rancangan kebijakan di �ngkat tapak dengan �ngka t 
kabupaten maupun provinsi.  
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Tabel 1.3. sepuluh kabupaten terkaya di Indonesia 

No Kabupaten Provinsi Dana Bagi Hasil 
(milyar) 

1 Kutai Kartanegara  Kal�m 2.566,55 

2 Bengkalis Riau 1.519,73 

3 Kutai Timur Kal�m 1.059,72 

4 Siak Riau 993,20 

5 Rokan Hilir Riau 911,07 

6 Musi Banyuasin Sumsel 858,45 

7 Kampar Kal�m 679,32 

8 Kutai Barat Kal�m 670,60 

9 Pasir Kal�m 593,64 

10 Berau Kal�m 553,26 

Sumber  : h�p://bisnis.news.viva.co.id/news/read/167296-da�ar-20-
kabupaten-super-kaya-di-indonesia  

Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi 
Kal�m  
 
Konteks Sosial Ekonomi 
Kal�m merupakan arena pertarungan poli�k sumber daya alam 
yang sangat gamblang antara pasar, negara dan masyarakat. 
MP3EI menyebutkan, pada 2005, Indonesia dikenal sebagai 
negara pengekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas – LNG ) 
terbesar di dunia. Namun �dak lagi demikian sejak tahun 2007. 
Peringkat Indonesia sebagai negara pengekspor LNG turun 
menjadi ranking ke�ga setelah Qatar dan Malaysia. G ejala 
penurunan ditunjukkan pada tren produksi LNG yang semakin 
menurun dari tahun ke tahun di Kalimantan Timur, sebagai 
produsen LNG terbesar di Indonesia. Kontribusi produksi LNG di 
Kalimantan sekitar 37 persen dari total produksi LNG Indonesia. 
MP3EI menyimpulkan bahwa apabila �dak dilakukan eksplorasi 
untuk menemukan cadangan gas bumi baru, maka produksi LNG 
Indonesia secara total akan terus menurun. Meski demikian, 
Kal�m tetap primadona. Dalam urutan 10 Kabupaten terkaya di 
Indonesia, Kal�m menyumbang enam kabupaten dengan Dana 
Bagi Hasil (DBH) terbesar. Kutai Kartanegara menempa� posisi 
pertama. Lihat tabel 1.3.  
 



	

Konstelasi pertambangan gas dan minyak bumi Kal�m memainkan 
peran pen�ng dalam percaturan ekonomi dan poli�k lokal dan 
nasional. Ijin tambang ditengarai merupakan jalan pintas untuk 
membangun jejaring modal poli�k lokal sekaligus koneksi ke 
partai poli�k dan Jakarta. Hal ini nampak dalam laporan JATAM 
pada 2012. Menurut JATAM, selama 2009-2012, daerah yang 
mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) terbanyak adalah 
dua kabupaten di Kal�m yakni Kutai Kartanegara sebanyak 264 
IUP, disusul Kutai Barat 232 IUP, dan Bangka Belitung sebanyak 
218. Sebelum PILKADA tahun 2010, Kutai Kartanegara hanya 
mempunyai 73 IUP. Setelah PILKADA secara dras�s naik menjadi 
210 IUP. Petahana diduga mengeluarkan izin tambang menjelang 
PILKADA atau pemenang yang mengeluarkan banyak IUP setelah 
terpilih sebagai kompensasi poli�k bagi para pendukung.  20 
 
Kal�m memang menempatkan diri sebagai Provinsi mineral 
tersubur di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh SRAP 
pada tahun 2011, Pendapatan Domes�k Regional Bruto (PDRB) 
plus migas mencapai lebih dari Rp. 390,63 Triliun atau jika tanpa 
migas adalah sekitar Rp 241,41 Triliun. Namun, �ngkat kemiskinan 
warganya justru naik signifikan. Pada 2010, jumlah penduduk 
miskin di pedesaan tercatat 243.000 jiwa. Pada 2011, jumlah 
tersebut naik 247.900 jiwa. Di tahun 2012 jumlahnya naik lagi 
menjadi 253.340 jiwa. Jumlah penduduk miskin di pedesaan yang 
kaya sumber daya alam, justru lebih besar daripada perkot aan 
(BPSP Kal�m, h�p://kal�m.bps.go.id/archives/category/ 
kemiskinan). Kal�m justru tercatat sebagai penerima BLSM yang 
cukup signifikan. Tahun 2013, Kemensos mencatat  147.718 KK di 
Kal�m sebagai penerima BLSM. 21   Jika dalam satu keluarga 
dihitung minimal 4 orang maka 590.872 warga Kal�m berkategori 
miskin.  

																																																													
20

 h�p://www.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/231-poli�k-penjarahan-mesin-uang-
partai-poli�k-menjelang-2014.html 
21

 h�p://database.kemsos.go.id/ download 15 Oktober 2013 
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Di kabupaten-kabupaten yang kaya sumber daya dengan DBH 
yang sangat besar, kemiskinan justru menyolok. Kabupaten Kutai 
Kartanegara, misalnya mendapat DBH Rp2,22 triliun untuk migas, 
Rp14,65 miliar untuk kehutanan, Rp829,93 miliar untuk tambang. 
Tapi angka kemiskinan 54.000 jiwa dari total populasi 626.286 
atau hampir 9 % dari populasi. Kabupaten Kutai Barat,  mendapat 
Rp351,11 miliar untuk migas, Rp50,15 miliar untuk kehutanan, 
Rp350,97 miliar untuk tambang. Angka kemiskinannya 16.427 jiwa 
dari populasi 165.9334. 22 
 
Kal�m juga mengekspor data program pemberdayaan Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) yang signifikan. Komunitas ini merupakan 
sebuah kategori yang jauh dari akses pelayanan publik dan belum 
tersentuh pelayanan ak�f negara. Hingga kini masih ada 1.4676 
KAT di Kal�m yang belum tersentuh. Dinas Sosial Kal�m baru 
memberdayakan 2.155 KAT dari total KAT yang mencapai 3.591 
KK. 23 
 
Di sisi lain, aroma pelanggaran hukum dalam pengelolaan SDA di 
Kal�m sudah mulai terendus. Kerugian negara sudah mulai 
teriden�fikasi. Menurut data ICW, perkiraan kerugian negara dari 
perkebunan dan tambang di Kal�m adalah sebesar Rp 31,5 triliun 
(ICW, Oktober 2013). ada 86 unit perusahaan perkebunan dengan 
luas 1,56 juta hektare, dan 236 unit perusahaan tambang dengan 
luas 846 juta hektare yang diduga merugikan negara.  24   
 
Konflik akibat eksploitasi sumber daya alam juga kerap terjadi. Di 
Kutai Kartanegara, dari 150 hektar lahan sawah milik warga Desa 
Bangun Rejo, 74 hektar di antaranya mengalami rusak berat 
akibat pendangkalan Sungai Alam. Sungai ini terganggu akibat 

																																																													
22

 Anugerah Perkasa,  6 Kabupaten DBH Ter�nggi Masih jadi Daerah Miskin? 
h�p://news.bisnis.com/read/20130310/78/2941/6-kabupaten-dbh-ter�nggi-masih-jadi-
dadaerah-miskin, Minggu, 10 Maret 2013, 20:51 WIB 
23

 h�p://diskominfo.kal�mprov.go.id/berita -1372-masih-1476-kat-di-kal�m-yang-
belum-diberdayakan.html 
24

 Investor Daily, h�p://www.investor.co.id/agribusiness/penyimpangan -izin-
kehutanan-berpotensi-rugikan-negara-rp-320-triliun/18723 
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operasi tambang batu bara PT Kitadin. Konflik pun merebak. 
Meski sebagian tuntutan gan� rugi warga dipenuhi PT tersebut, 
pengerukan Sungai Alam belum dipenuhi.  25 Tahun 2012, WALHI 
mencatat Kal�m sebagai salah satu dari 22 wilayah lingkar 
tambang yang rawan konflik.  26 
 
Di tengah hiruk pikuk persoalan sumber daya alam Kal�m, REDD 
hadir dengan visi perubahan yang mendalam dan mendasar. Visi 
tersebut adalah tata kelola sumberdaya hutan dan lahan di 
kalimantan �mur yang mampu menyinambungkan keselarasan 
fungsi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan 
masyarakat.  Visi ini akan membingkai pengelolaan kawasan 
hutan di Kal�m seluas sekitar 14,7 juta hektar.  
 
 
Analisis atas Penyebab Deforestasi 
SRAP Kal�m barangkali merupakan SRAP yang paling 
komprehensif dalam memetakan persoalan deforestasi dan emisi 
GRK. Dia memulai dari pengelompokan masalah utama masing-
masing sektor. Terdapat lima kelompok masalah utama sektor 
yakni kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain 
lain (lihat tabel 1.4). 

																																																													
25

 Tempo online, h�p://www.tempo.co/read/news/2009/07/16/058187497/PT-Kitadin-
Penuhi-Sebagian-Tuntutan-Petani-Bangun-Rejo 
26

 Jawa Pos Na�onal Network (JPNN), 
h�p://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=118757 
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Tabel 1.4: masalah masing-masing sektor SDA Kal�m 

 

Tahapan selanjutnya adalah iden�fikasi akar masalah  yang 
diterjemahkan ke dalam beberapa strategi  untuk mengatasi 
masalah. Strategi dikembangkan lagi dalam rencana aksi. Untuk 
mengetahui tercapai �daknya sebuah rencana aksi maka masing-
masing rencana aksi dilengkapi dengan indikator capaian. 
Indikator itulah yang akan dilihat untuk mengukur capaian SRAP 
REDD+ Kal�m untuk �ap sektor pembangunan utama. Untuk 
sektor kehutanan, akar masalah yang berhasil diiden�fikasi adalah 
persoalan contractual arrangement (Kontrak karya); sistem 
perizinan (Governance); regulasi atas hasil hutan; kepas�an 
kawasan/tenurial; kelembagaan RHL yang lemah dan �dak 
akuntabel dan koordinasi kawasan lintas administrasi yang lemah.  

 

Iden�fikasi persoalan dilengkapi dengan sejumlah data. Terkait 
lahan kri�s, misalnya. Total luas lahan kri�s sekitar 7.928.749 Ha 
(39,95% dari total luas wilayah Provinsi Kal�m sekitar 19.844.117 
Ha), sedangkan luas lahan kri�s di dalam kawasan hutan sekitar 
5.746.485 Ha (40,09% dari total kawasan hutan di wilayah Provinsi 
Kal�m sekitar 14.332.508 Ha). Luas lahan kri�s juga sudah 
dipotret di masing-masing kabupaten dengan membandingkan 

No. Sektor 
pembangunan

Isu – isu Utama 

1. Kehutanan Pemanfaatan Kayu secara Berlebihan; 
Pembalakan Liar (Illegal Logging); Reboisasi 
dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Pengelo-
laan Kawasan Lindung dan Konservasi; 
Kebakaran Hutan dan Lahan, 

2. Pertanian Extensifikasi Kemandirian Pangan (food 
estate); Pemanfaatan Lahan Berhutan untuk 
Pertanian Tebas Bakar (slash and burn 
agriculture),   

3. Perkebunan Konversi Lahan Berhutan ke Perkebunan 
Sawit Skala Besar, 

4. Pertambangan Pembukaan Lahan untuk Pertambangan 
Batubara, 

5. Lain-Lain Pengembangan infrastruktur ; perambahan 
hutan (forest encroachments). 

 

(1) (2) (3) 
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antara lahan kri�s di dalam kawasan hutan dengan di luar 
kawasan hutan. Data yang disediakan SRAP menunjukan angka 
lahan kri�s di dalam kawasan hutan jauh lebih luas (72%) 
daripada di luar kawasan hutan (28%) (lihat tabel 1.5).  

 

 
Tabel 1.5: lahan kri�s Kal�m

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Balikpapan 56.070 8.235 29.905 38.140 

2. Berau 2.252.171 606.004 206.637 812.641 

3. Bontang 16.339 4.356 3.165 7.521 

4. Bulungan 1.724.961 448.833 137.067 585.900

5. Kutai Barat 3.094.379 965.736 305.974 1.271.709

6. Kutai 
Kartanegara

2.632.600 923.997 348.750 1.272.747 

7. Kutai Timur 3.188.459 1.348.029 460.656 1.808.685

8. Malinau 3.979.988 582.523 201.889 784.412 

9. Nunukan 1.387.542 296.076 170.359 466.435 

10. Penajam Paser 
Utara

320.966 107.089 65.162 172.251 

11. Pasir 1.093.638 447.629 192.625 640.253

12. Samarinda 71.823 830 50.497 51.328

13. Tana Tidung*) - - - - 

14. Tarakan 25.181 7.147 9.581 16.727

Total Kal�m  19.844.117 5.746.485 2.182.265 7.928.749 

 

Dari analisis SRAP, �ga kabupaten pecahan kutai merupakan 
penyumbang lahan kri�s terbesar. Kutai Timur menyumbang 
lahan kri�s lebih dari separuh wilayahnya, yakni sebesar 
1.808.685 ha dari luas wilayah 3.188.459 ha. Dari besaran ini, 
lebih dari 74 % masuk dalam kategori kawasan hutan. Kutai 
Kartanegara menyumbang 1.272.747 ha. 72 % dari luas ini 
merupakan kawasan hutan. Kutai Barat seluas 1.271.709 ha. Lebih 
dari 75% merupakan kawasan hutan. Ke�ganya merupakan 
wilayah dengan konsentrasi eksploitasi sumber daya alam 
ter�nggi di Kal�m. Izin usaha pertambangan, misalnya. Urutan 

No. Kabupaten/Kota 
Luas 

Wilayah 
(Ha) 

Luas Lahan Kri�s (Ha) 

Dalam 
Kawasan 
Hutan 

Di luar 
Kawasan 
Hutan 

Jumlah 
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pertama dan kedua, berturut-turut ditempa� oleh Kutai Barat 
(143.701 ha) dan Kutai Kartanegara (125.563 ha.) (SRAP Kal�m, 
2012).  
 
Menurut uraian SRAP, rencana rehabilitasi lahan kri�s selama 5 
(lima) tahun (2010-2014) hanya mampu mencapai sekitar 2,6% 
dari total lahan kri�s Kal�m. Karena itu, SRAP meyangsikan �dak 
mungkin rehabilitasi dilakukan dalam jangka waktu cepat tanpa 
par�sipasi masyarakat, terlebih bilamana luasan lahan kri�s justru 
tetap dan terus meningkat se�ap tahunnya. 
 
Berdasarkan proyeksi emisi yang ditampilkan SRAP hingga 2020, 
ada dua sumber utama pelepasan emisi yakni tambang dan 
perkebunan. Pertama, ekspansi perkebunan sawit umumnya 
berasal dari pembukaan lahan dan hutan. Luas perkebunan sawit 
di Kal�m pada 2012 tercatat 685.647 hektar. Pertumbuhan �ap 
tahuannya rata-rata 1,37 % atau 9393 ha/tahun. 27  Dengan 
skenario BAU, penambahan rata-rata luas perkebunan sawit yang 
baru hingga 2020 adalah 75.144 ha. Tota dengan jumlah saat ini 
adalah 760.791 ha. Sementara menurut SRAP Kal�m, diperkirakan 
se�daknya 4,6 juta Hektar lahan di Kal�m sangat potensial bagi 
usaha perkebunan, akan tetapi untuk pengembangan kelapa sawit 
hanya dialokasikan seluas 1 (satu) juta hektar. Total emisi 
perkebunan pada 2020 menurut SRAP, 113.866.810 CO2e. Angka 
ini menempa� urutan kedua sumber emisi GRK terbesar setelah 
tambang. 
 
Sumber lain adalah pembukaan tambang batu bara. Menurut 
MP3EI, berdasarkan data tahun 2009, porsi cadangan batubara di 
Kalimantan merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. 
Hampir 50 persen dari cadangan batubara nasional terdapat di 
Kalimantan. Lebih dari 70 % batu bara di Kalimantan 
terkonsentrasi di Kalimantan Timur (Lihat chart MP3EI, 2011: 101-
102). Namun pasokan batu bara Kal�m terkendala oleh persoalan 
infrastruktur. Karena itu, MP3EI merancang strategi umum 

																																																													
27

 h�p://www.deptan.go.id/infoekseku�f/bun/BUN-asem2012/Areal-KelapaSawit.pdf 
 



	

pengembangan kegiatan ekonomi utama pertambangan 
batubara, yakni mendorong kegiatan ekstraksi cadangan  besar 
batubara yang terletak di wilayah pedalaman Kalimantan, disertai 
penyiapan infrastruktur dan regulasi yang mendukung dengan 
tetap memperha�kan kelestarian lingkungan. Ar�nya, MP3EI 
mendorong pembukaan tambang-tambang batu bara yang baru di 
tengah upaya Kal�m menurunkan emisi. SRAP mencatat, total 
emisi tambang pada 2020 menempa� urutan pertama emisi GRK 
di Kal�m, yakni 921.469.640 CO2e. 

 

 
Sumber: MP3EI, 2011 

 

Jumlah perizinan batu bara Kal�m memang menunjukan grafik 
penurunan. Setelah pemberlakuan Undang-
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2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada 
peninjauan ulang perizinan tambang di Kal�m. Jumla perusahaan 
tambang menurun dari 1.180 perusahaan (2009) menjadi hanya 
792 perusahaan (atau berkurang 388 perusahaan). Namun luas 
kawasannya tetap besar, yaitu 3.911.208 Hektar (atau bertambah 
seluas 826.074 Hektar dari tahun 2009).  SRAP mencatat, jika 
seluruh izin Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan 
ditotalkan, maka luasannya sudah setara dengan luas wilayah 
daratan Kal�m yang hanya sekitar 210.000 Km2

. 

 

Secara umum, SRAP Kal�m merupakan sebuah terobosan posi�f 
dalam analisis atas sumber emisi, secara khusus deforestasi di 
Indonesia.  Selain memetakan data pemicu deforestasi yang 
memotret hingga ke �ngkat kabupaten, SRAP sudah membuka 
jalan analisis deforestasi yang berbasis permintaan pasar. 
Pendekatan SRAP melihat koneksi antara isu kesejahteraan 
dengan pelepasan emisi. Kenaikan harga komodi�as diiku� 
dengan tekanan terhadap lahan dan hutan. Pendekatan seper� ini 
bila dipertajam akan mampu menemukan secara konkrit konsep 
interna�onal leakage dalam mi�gasi perubahan iklim sekaligus 
peran pasar sebagai pemicu GRK. Selama ini, pemicu internasional  
terhadap deforestasi di �ngkat lokal masih bertarung sebagai 
wacana global. Wujudnya di �ngkat lapangan masih perlu 
diperiksa lebih teli�.  Analisis SRAP Kal�m menyumbang data 
lapangan berupa tekanan ekspansi komodi� global terhadap 
deforestasi dan GRK di Kal�m. Data ini memang perlu dilengkapi 
dengan arus komodi� antarnegara yang akan menggambarkan 
arus desakan pasar, sekaligus pemicu pemisi.  

 

Strategi SRAP dan Status Hak Masyarakat atas Tanah 

Kelembagaan SRAP Kal�m merupakan satu kesatuan dengan 
perencanaan daerah atau RPJPD 2005-2025. Dalam �ga isu 
utama, Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan, RPJPD 
Kal�mg merancang strategi sebagai berikut:  
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Tabel 1.6 SRAP dan RPJPD 
No. Bidang Strategi 

(1) (2) (3) 

1. Kehutanan  Penjaminan keberadaan sumber daya hutan 
dalam luasan yang mencukupi dan menjamin 
pengelolaan hutan secara lestari dan intensif 
guna mendukung peningkatan kualitas 
ekosistem. 

 Rehabilitasi dan konservasi sumber daya 
hutan.

 Pemberdayaan masyarakat di dalam/di 
sekitar hutan.

2. Perkebunan  Pengembangan perkebunan sebagai pilar 
ekonomi

 Pengembangan perkebunan yang berpotensi 
dan bernilai ekonomi �nggi. 

 Peningkatan mutu dan kualitas produksi 
perkebunan untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani.

3. Pertambangan Peningkatan kualitas pengelolaan bahan 
tambang secara efisien dan efek�f yang 
ramah lingkungan

Peningkatan alterna�f pengelolaan bahan 
tambang potensional.

 
 
Ke�ga isu ini dipertegas kembali dalam SRAP dengan membuat 
koneksi yang sektoral. Misalnya, isu pengembangan perkebunan 
dengan emisi GRK. SRAP belum secara utuh memandang RPJPD 
Kal�m sebagai rencana pembangunan eksploita�f yang punya 
resiko sosial, seper� pengabaian hak masyarakat dan konflik. 
Secara strategis, RPJPD tetap dibiarkan berjalan sendiri. Dalam hal 
ini, SRAP yang menampung instrumen pencegah konflik seper� 
FPIC maupun kerangka pengaman, akan sulit berhadapan dengan 
RPJPD yang memiliki jangkauan otoritas yang lebih efek�f ke 
berbagai SKPD.   
 
Potensi goyahnya implementasi SRAP sudah nampak sejak dini 
dalam kelembagaan. Struktur kelembagaan untuk menjalankan 
SRAP �dak seambisius targetnya mengurangi emisi. Kelembagaan 
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dipercayakan ke DDPI (Dewan Daerah Perubahan Iklim) Kal�m 
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan REDD+ di Kal�m 
berdasarkan mandat yang dimilikinya. Terdapat lima mandat DDPI, 
yakni:  

 

1. Merumuskan strategi �ngkat provinsi yang terkait dengan 
pengurangan emisi dan mi�gasi perubahan iklim  

2. Mengkoordinasikan kegiat-an-kegiatan yang berhubungan 
dengan adaptasi, mi�gasi, dan adopsi teknologi  

3. Merancang strategi Kalimantan Timur untuk men-jangkau pasar 
perdagangan karbon  

4. Melakukan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi terhadap 
proyek dan peraturan terkait  

5. Memas�kan seluruh Kabupaten mengadopsi strategi 
pertumbuhan rendah karbon 

 

Mandat ini masih jauh dari harapan untuk menghadirkan lembaga 
transisi. Sebetulnya, dalam analisi kelembagaan, SRAP Kal�m 
telah melihat adanya peluang pembentukan lembaga baru. Tetapi 
dia membantahnya sendiri karena menilai hal itu terlalu berat, 
se�daknya karena dua alasan. Pertama, sulit memfungsikan 
lembaga baru secara op�mal dalam waktu yang rela�f terbatas 
karena belum siapnya  sumber daya manusia. Kedua, anggaran 
daerah belum siap. Sebagai jalan tengah, mandat menjalankan 
SRAP akan didistribusikan ke masing-masing ins�tusi terkait 
berdasarkan kewenangan masing-masing. Pendekatan ini sangat 
posi�f untuk menempatkan REDD sebagai agenda semua sektor, 
bukan hanya inisia�f sektor tertentu. Tapi, berbagai pengalaman 
menunjukan kegagalan pendekatan distribusi kewenangan. Ada 
beberapa alasan penyebabnya, antara lain budget yang terbatas, 
rendahnya komitmen poli�k, minimnya kapasitas sumber daya 
dan sulitnya mengubah habitus eksploitasi ke pelestarian 
(Kartodihardjo dan Jhamtani, 2006).  

 

Terkait dengan hak masyarakat atas tanah dan SDA, SRAP Kal�m 
mengiden�fikasi beberapa akar masalah yakni hak atas tanah dan 
hutan yang belum tuntas bagi semua pihak. Strategi untuk 
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mengatasi persoalan ini dirumuskan dalam �ga aspek (1) 
keamanan tenurial; (2) pengembangan kelembagaan tenurial 
kolek�f; (3) penerapan PADIATAPA.  

 

Rencana aksi untuk strategi keamanan tenurial dilakukan melalui 
dua rencana yakni:  

 Penguatan hak atas tanah. Indikator capaiannya adalah 
adanya Peraturan Gubernur/Bupa�/Waliota yang mengakui 
hak atas tanah masyarakat.  

 Pemetaan par�sipa�f. Indikator capaiannya adalah 
dilaksanakannya Pemetaan Par�sipa�f di seluruh desa di 
Kal�m sebelum akhir tahun 2014 

 

Rencana aksi untuk strategi pengembangan kelembagaan tenurial 
kolek�f terdiri dari dua hal; yakni: 

 Penguatan kapasitas kampung dalam pengelolaan tenurial. 
Indikator capaiannya adalah adanya pendampingan dan 
pela�han bagi aparat desa di seluruh desa di kal�m. 

 Perlindungan kawasan lokal/adat. Indikator suksesnya adalah 
adanya Peraturan Gubernur/Bupa�/ Walikota tentang 
perlindungan kawasan pen�ng bagi lokal/ adat. 

 

Rencana aksi untuk strategi Penerapan PADIATAPA mencakup dua 
hal; yakni:  

 Pelibatan ak�f masyarakat dalam penataan ruang. Indicator 
suksesnya adalah adanya revisi Peraturan Pemerintah tentang 
Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang  

 Penerapan PADIATAPA dalam penataan ruang. Indikator 
tercapainya rencana aksi ini adalah adanya pelibatan ak�f 
masyarakat dalam penataan ruang 

 

Jangkauan substansi SRAP Kal�m memang sangat luas, lebih dari 
sekedar isu karbon. Suatu upaya yang luas barangkali menjadi 
persoalan tersendiri ke�ka akar masalah dikaitkan dengan strategi 
dan rencana aksi. Beberapa persoalan yang sangat mendasar 
hanya dijawab dengan perubahan kebijakan. Misalnya, rencana 
aksi untuk membangun mekanisme keterlibatan para pihak 
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dibatasi semata-mata pada aspek formal yakni revisi peraturan 
perizinan. Indikatornya pun hanya terkait dengan tersedianya 
peraturan yang telah direvisi. Sebagai upaya untuk menjawab 
masalah minimnya par�sipasi dalam sistem perizinan, strategi ini 
sangat formalis�k dan hanya mendadani aspek formal. Padahal 
prosedur dan kelembagaan sangatlah pen�ng untuk membuat 
par�sipasi menjadi nyata. Misalnya, prosedur yang mengadopsi 
prinsip FPIC dalam se�ap operasi calon pemegang izin. Meskipun 
di bagian lain, dokumen SRAP ini menyebut FPIC untuk perizinan, 
namun masih sangat kuat ditempatkan sebagai upaya satu sisi 
untuk melindungi pihak yang terkena dampak. Sementara 
persoalan paling pen�ng dari FPIC adalah pada kemauan dan 
kepatuhan sektor privat. Pendekatan formal berupa reformasi 
perizinan harus paralel dengan �ndakan ins�tusional pada 
pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini, internalisasi FPIC ke 
dalam perilaku swasta melalui berbagai model rencana aksi 
merupakan pilihan intervensi yang belum nampak dalam SRAP 
Kal�m.  

Persoalan yang �dak kalah krusialnya adalah nomenklatur akar 
masalah yang patut dipertanyakan penempatannya. Misalnya, 
akar masalah tenurial masuk di bawah kategori isu utama 
perambahan lahan. Isu utama adalah penyebab utama yang 
memicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. 
Pengelompokan isu ini menunjukan suatu kerangka pikir bahwa 
ke�dakpas�an hak atas lahan memicu perambahan ke kawasan 
hutan. Padahal dalam banyak kasus, banyak lahan yang menurut 
masyarakat secara historis sudah jelas penguasaan nya, yakni 
dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat. Namun, kehadiran negara 
yang mengklaim suatu kawasan dikuasai bahkan dimiliki 
Pemerintah mengakibatkan penguasaan historis menjadi goyah 
yang diiku� dengan goyahnya kelembagaan yang mengontrol dan 
mengawasi penguasaan historis. Semakin terjepitnya klaim 
historis dan membesarnya klaim negara �dak diiku� dengan 
pengawasan yang memadai sehingga kawasan hutan menjadi 
terbuka bagi banyak pihak. Pada kenyataannya, hilangnya kontrol -
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kontrol tradisional mengakibatkan perambahan. 28  Jadi akar 
masalahnya bukan pertama-tama pada komunitas yang hendak 
mengakses maupun mempertahankan tenure-nya tetapi pada 
klaim negara secara sepihak dan dalam prakteknya �dak diiku� 
dengan tanggung jawab dan peran untuk mengawasi dist ribusi 
akses atas kawasan hutan yang seimbang antara berbagai pihak.  

Kesimpulan Umum 

SRAP Kal�m telah menunjukan contoh yang sangat baik mengenai 
bagaimana seharusnya memetakan persoalan deforestasi secara 
komprehensif disertai data yang mumpuni. Pemilahan pemicu 
deforestasi berdasarkan kegiatan pembangunan juga sangat 
membantu melihat kontribusi masing-masing jenis ak�vitas 
pembangunan terhadap pelepasan GRK. Di samping itu, 
kedalaman analisis yang masuk hingga ke arena pasar sebagai 
pemicu �ndakan deforestasi adalah sesuatu yang baru  
dibandingkan dengan SRAP daerah lainnya, bahkan dengan 
STRANAS sekalipun. Tantangan utama SRAP Kal�m adalah 
menerjemahkan ke dalam rencana aksi terutama ke �ngkat 
kabupaten.  
 
Ambisi SRAP Kal�m untuk mengurangi emisi GRK dengan target 
yang jelas pada 2020 patut diapresiasi. Namun, ambisi ini �dka 
didukung dengan perangkat kelembagaan transisi yang memadai. 
DDPI yang dipercayakan untuk menggerakan SRAP menjadi 
kebijakan “pembangunan hijau” masih loyo berhadapan dengan 
kewenangan sektor. Fungsinya hanya koordinasi dan isu teknis 
persiapan REDD. Bagasi persoalan sekaligus tuntutan yang terlalu 
berat akan membuat DDPI berjalan lambat atau bahkan �dak bisa 
bekerja sama sekali. Apalagi target pendanaan yang belum konkrit 
akan menyulitkan DDPI bekerja. 
 
Terkait hak masyarakat, SRAP Kal�m sudah cukup detail 
membawa isu ini ke dalam rencana aksi. Namun perlu dilakukan 
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 Lihat studi Ashwini Chhatre and Arun Agrawal, 2009, 
h�p://www.pnas.org/content/106/42/17667.full.pdf+html 
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iden�fikasi ulang keterkaitan antara akar persoalan hak 
masyarakat dengan jawabannya. Isu FPIC misalnya, seharusnya 
�dak hanya menjadi salah satu benteng pertahanan hak 
komunitas dalam tata kelola perizinan. Tetapi menjadi alat untuk 
mengubah budaya operasi bisnis swasta. Mengubah formalitas 
perizinan tentu merupakan sebuah strategi yang perlu. Namun, 
melulu bersandar pada intervensi formal justru bisa mengulang 
persoalan fragementasi prosedur dimana FPIC dipandang sebagai 
suatu model prosedur izin. FPIC dalam pendekatan seper� ini 
�dak mengubah paradigma tetapi menjadi instrumen tambal 
sulam.   

 

Demikian halnya dengan hak masyarakat. Nomenklatur hak di 
bawah kategori ancaman perambahan menunjukan cara 
pengkotakan masalah yang keliru; warisan cara pandang yang 
melihat komunitas sebagai ancaman. Hak �dak dipandang sebagai 
kontribusi posi�f terhadap kelestarian hutan tapi ditempatkan 
sebagai masalah. Kategori ini seharusnya diperiksa lebih utuh di 
�ngkat tapak agar �dak menyimpulkan secara semena-mena 
posisi masyarakat dalam isu deforestasi. Sebagaimana ditunjukan 
oleh temuan peneli�an pada awal kajian ini, kemiskinan �dak 
selalu merupakan sebab deforestasi. Justru kemakmuran yang 
membawa petaka bagi keberlanjutan hutan.  

 

Rekomendasi 

1. SRAP daerah lain seharusnya belajar ke Kal�m untuk 
memetakan isu deforestasi secara lebih teli�. Kekuatan 
data dan jangkauannya hingga ke kabupaten merupakan 
kekuatan utama yang bisa menjadi pe�kan pelajaran 
untuk daerah lain. 

2. Kal�m perlu merancang kelembagaan yang lebih kuat agar 
ambisi SRAP bisa diterapkan secara efek�f. Prasangka 
nega�f terhadap pembentukan lembaga baru seharusnya 
disertai dengan revisi kewenangan DDPI agar lebih kuat 
dan transformasi kewenangan sektor agar mendukung 
konsep “pembangunan hijau” DDPI. Seharusnya SRAP 



	

�dak mengembalikan semua rencana aksi ke kewenangan 
masing-masing sektor. Tetapi SRAP terlebih dahulu 
memilih prioritas yang paling strategis untuk ditata oleh 
DDPI sebelum diserahkan ke sektor. Hal ini perlu didukung 
oleh perubahan TUPOKSI kelembagaan dan juga alokasi 
pendanaan. 

3. Sama seper� Provinsi lainnya, SRAP Kal�m harus lebih 
banyak mempelajari peran komunitas di dalam dan sekitar 
hutan. Menimba model pengelolaan hutan mereka 
barangkali merupakan sebuah terobosan pen�ng yang bisa 
menyukseskan konsep REDD ala Kal�m.   
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Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi 
Sumatera Barat 
 
Konteks Sosial Ekonomi 
Total luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan 
SK Menhut No.141/Menhut- II/2012 tanggal 15 Maret 2012 
tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi 
Sumatera Barat adalah seluas 2.383.205ha. Jumlah ini merupakan 
55,38 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat.  Luas hutan 
manggrove  tercatat 14.598,90 Ha. Lokasi terluas hutan mangrove 
berada di Kabupaten Mentawai dengan luasan mencapai 
10.227,80 Ha. Dari jumlah ini, 33.96% merupakan hutan 
konservasi, 33.24% hutan lindung, 15.12% hutan produksi tetap, 
dan 9.78% merupakan hutan produksi terbatas, dan 7.90% 
merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi.  
 
Jumlah penduduk Sumbar mencapai 4.846.909 jiwa dengan 
kepadatan penduduk sekitar 115 jiwa perkilometer persegi. 
Berdasarkan data hasil iden�fikasi desa dalam kawasan hutan 
oleh Kementerian Kehutanan tahun 2007, terdapat 518 
desa/nagari yang berada dalam dan tepi kawasan hutan atau 
sekitar 57,17 % dari jumlah desa/nagari yang ada di Sumatera 
Barat. Desa/nagari tersebut dapat berada pada hutan konservasi, 
hutan lindung dan/atau hutan produksi. 
 
Kaya dengan kawasan hutan �dak selalu paralel dengan 
kemakmuran. Menurut data BPS tahun 2011, jumlah penduduk 
miskin di Sumatera Barat mencapai 442.090 jiwa. Sekitar 68 % 
dari jumlah tersebut �nggal di pedesaan atau nagari. Kemiskinan 
warga �dak menimbulkan perubahan pada tata kelola 
pemerintahan, malahan korupsi merajalela. Sumbar tercatat 
sebagai provinsi dengan �ngkat korupsi yang signifikan. Misalnya, 
43 orang anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 menjadi 
terpidana kasus korupsi. 29 
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 h�p://www.an�korupsi.org/id/content/43 -mantan-anggota-dprd-sumbar-segera-
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Dalam kaitannya dengan penguasaan tanah, ekspansi perusahaan 
perkebunan di Sumbar telah menyebabkan sengketa agraria 
berkepanjangan. Beberapa sumber menyebutkan komunitas yang 
bersengketa dengan perusahaan perkebunan, tambang dan hutan 
melibatkan 3.953 KK dengan luas lahan sengketa mencapai 14.657 
hektare dan tersebar di Pasaman Barat, Pasaman, Limapuluh Kota 
dan Agam. Di Pasaman Barat, masuknya perusahaan perkebunan 
sawit �dak serta merta meningkatkan perekonomian masyarakat. 
Sebaliknya, �ap tahun Pasaman Barat menjadi langganan 
penerima beras raskin (Beras Miskin) terbesar di Sumbar. Pada 
2011, tercatat 24.179 KK sebagai penerima raskin. Tahun 2012 
jumlah tersebut naik menjadi 27.341 KK. 30  Afrizal (2007) 
menemukan bahwa pola umum konflik agrarian terjadi akibat 
penipuan dan kelicikan Pemerintah Daerah. Ninik Mamak yang 
menyerahkan tanah ke Pemda diminta menandatangani surat 
pelepasan hak. Surat inilah yang digunakan Pemda untuk menjadi 
landasan pemberian HGU bagi perkebunan (Afrizal, 2007).   
 
Peralihan banyak lahan ke swasta �dak serta merta menghabisi 
penguasaan komunitas. Pada kenyataannya, penguasaan maupun 
pengaturan tanah oleh adat memang masih sangat kuat. Selama 
Orde Baru hingga era reformasi, peradilan adat bertahan di 
Sumbar (Laudjeng, 2003). Sistem sosialnya masih mengiku� 
sistem matrilineal. Bahkan konsep tanah ulayat  berasal dari 
Minangkabau yang kemudian digunakan di berbagai daerah (Abna 
dan Sulaiman, 2007). Meski demikian, adat juga digunakan untuk 
menyembunyikan agenda modal dan kekuasaan. Acapkali, poli�k 
lokal menyaru iden�tas adat untuk menyembunyikan perilaku 
korup�f mereka (Nordholt dan Klinken, 2009). Dalam beberapa 
kasus, adat digandeng untuk mendukung struktur poli�k lokal 
yang menindas. Di Pariaman, Nagari bersekutu dengan elit lokal 
untuk mendukung pembangunan. Nagari menggunakan hukum 
adat untuk memberi sanksi “membuang kaum sepanjang adat” 
karena kaum melawan pembangunan yang dirancang pimpinan 
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 Pembaruan Agraria Hanya Janji, adang Ekspres, Rabu, 25 September 2013 10:06 WIB. 
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daerah. 31 
 
Kompleksitas persoalan sumber daya alam di Sumbar termasuk 
yang ditampilkan disini hendak dijawab oleh SRAP. Sesuatu yang 
posi�f dari SRAP Sumbar dibandingkan dengan provinsi lain 
adalah Sumbar secara khusus menggarisbawahi peran nilai-nilai 
dan kelembagaan lokal dalam isu SDA. Dalam memetakan 
gambaran umum Sumbar, SRAP melihat potensi kekuatan adat 
dan kearifan tradisional di tengah masyarakat sebagai modal 
sosial dalam implementasi SRAP. Misalnya, Parak sebagai bentuk 
pengelolaan lahan yang mampu memadukan kebutuhan ekonomi 
dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Demikian halnya dengan 
rimbo larangan, lubuk larangan dan tradisi lelong. Modal sosial 
masyarakat Minangkabau dalam pengelolaan hutan benar-benar 
mewarnai keseluruhan strategi dan kondisi pemungkin untuk 
REDD+ di Sumbar. Hal ini selaras dengan visi-nya sangat yang 
ambisius, yaitu “Menjadi Provinsi Terkemuka dalam Pengelolaan 
Sumberdaya Alam Berbasiskan Kearifan Lokal”. Dalam hal ini, 
Sumbar satu-satunya Provinsi yang menempatkan kearifan lokal 
sebagai visi yang menggeser paradigma pembangunan daerah. 
Keseimbangan antara peluang dan tantangan atas sumber daya 
alam yang seharusnya mewarnai pengembangan desain SRAP.  
 
Analisis atas Penyebab Deforestasi 
Seper� halnya di daerah lain, Sumbar juga mengalami persoalan 
deforestasi. SRAP melakukan analisis atas pemicu deforestasi 
berbasis jenis �ndakan. Ada kegiatan yang terencana atau 
disebutnya sebagai ak�vitas legal dan kegiatan yang �dak 
terencana atau ak�vitas illegal. Ak�vitas yang disahkan hukum 
adalah perkebunan, tambang, transmigrasi, dan seterusnya. 
Sementara ak�vitas yang illegal antara lain illegal logging, 
kebakaran liar, perambahan, penebangan liar, penebangan di luar 
blok tebangan, pembukaan oleh penebang izin.  
 
Terkait kegiatan illegal, SRAP mencatat kejadian penebangan liar 
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pada tahun 2010 melalui penyelidikan dan penyidikan kasus 
illegal logging. Sepanjang tahun ini, sebanyak 33 kasus 
penebangan liar, yang terdiri dari 17 kasus disidik oleh PPNS, 15 
kasus oleh Polri dan 1 kasus oleh Kejaksaan. Sementara, kasus 
kebakaran hutan juga banyak terjadi. Berdasarkan catatan Dinas 
Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, pada tahun 2010 terjadi 
sebanyak 20 kasus kebakaran hutan yang diperkirakan telah 
menyebabkan kerusakan hutan seluas 1.451,15 ha. Untuk wilayah 
pesisir, diperkirakan lebih kurang 60 – 70 % hutan mangrove 
Sumbar sudah mengalami penurunan mutu. 
 
Persoalan lainnya adalah semakin �ngginya �ngkat degradasi 
hutan. Data Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar menunjukan luas 
lahan kri�s pada tahun 2007 seluas 409.031 ha (kri�s 239.433 ha 
dan sangat kri�s 169.598 ha). Pada tahun 2011 luas lahan kri�s 
mengalami peningkatan menjadi 509.977 ha (kri�s 419.524 ha 
dan sangat kri�s 90.453 ha). 32 
 
Tindakan pemicu deforestasi menurut SRAP pertama-tama 
didorong oleh tekanan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, 
perkembangan perkebunan dan pertanian punya korelasi 
langsung terhadap pembukaan hutan. Beberapa komodi� di 
Sumbar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kakao, 
misalnya. Pada tahun 2005, produksi kakao di Sumatera Barat 
hanya 14.068 ton, dan pada tahun 2009 meningkat tajam menjadi 
40.250 ton dengan produk�vitas tanaman baru mencapai 1 
ton/ha dari potensi produksi yang seharusnya dapat mencapai 2 
ton/ha. Saat ini luas kakao mencapai 79.692 ha. Demikian halnya 
dengan kopi. Saat ini luasnya mencapai 162.261 ha. Sementara 
karet mencapai 131.513 ha.  
 
Perkebunan Sawit menurut BKPMD Provinsi Sumatera Barat, 
2010, hanya memiliki luas 168.137 ha. Data ini berbeda dengan 
sejumlah sumber lain yang mencantumkan angka lebih besar. 
Menurut Sawit Watch, luas perkebunan sawit di Sumatera Barat 
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hingga 2005 sudah mencapai 489.000 ha. Rencana ke depan 
sampai 2020 diperkirakan akan mencapai 500.000 hektar (lihat 
grafik). 33 
 

 
 
Sementara Kementerian Pertanian mencatat luas perkebunan 
sawit Sumatera Barat hingga 2012 sebesar 377.124 hektar dengan 
�ngkat pertumbuhan 0,78 % �ap tahun atau 2913 hektar per 
tahun. 34  Dengan laju demikian, maka dalam skenario BAU, 
potensial penambahan luas kebun sawit pada 2020 adalah 23.304 
hektar atau bertambah menjadi 400.428 hektar dari luas saat ini. 
Dokumen MP3EI menyebut luas perkebunan sawit di Sumbar 
pada 2009 sebesar 490.000 ha (MP3EI, 2011: 53). Luas ini 
menempatkan Sumbar sebagai provinsi ke-6 dari 14 Provinsi Sawit 
di Indonesia. Proyeksi ke depan Sawit Watch memberikan 
gambaran pada laju deforestasi akibat ekspansi sawit di Sumbar.  
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Tekanan deforestasi lainnya berasal dari tambang sebesar 
278.446 ha (Buku SLHD Provinsi Sumatera Barat. 2011). 
Sementara ak�vitas-ak�vitas pemicu lainnya seper� transmigrasi, 
kebakaran liar, perambahan, penebangan liar, penebangan di luar 
blok tebangan, pembukaan oleh penebang izin belum disertai 
sta�s�k luasan dan grafiknya dari tahun ke tahun. Ak�vitas -
ak�vitas ini secara bersama-sama mengakumulasi emisi GRK di 
Sumbar. SRAP menyebutkan emisi GRK di Sumatera Barat pada 
tahun 2010/2011 yaitu 34.813.854,68 tCO2-eq. Kontribusi emisi 
terbesar pada 2010/2011 adalah berasal dari sektor lahan dan 
gambut yaitu 86,08 % atau 29.967.603,68 ton CO2-eq. 
Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan ditengarai sebagai 
salah satu sumber utama pelepasan emisi GRK Provinsi Sumbar. 

 

Dokumen SRAP Sumbar juga menyebut MP3EI sebagai dinamika 
kebijakan baru atas sumber daya alam. Sebagai ikutan MP3EI, 
Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 13 tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. Namun 
per�mbangan ini hanya menampilkan srategi MP3EI seolah-olah 
mendukung keberlanjutan hutan seluas 2,5 juta hektar di wilayah 
administrasi Sumbar. Kenyataannya �dak demikian. MP3EI 
menempatkan Sumbar sebagai salah satu kawasan sawit. 
Menurut MP3EI, ke depan kebijakan dan regulasi pengembangan 
kelapa sawit yang perlu dilakukan di Sumatera adalah 
peningkatan kepas�an tata ruang untuk pengembangan kegiatan 
hulu (perkebunan dan penggilingan/pabrik kelapa sawit) (MP3EI, 
2011: 55). Dalam hal ini, ekspansi wilayah untuk perkebunan 
sawit akan menjadi salah satu target utama MP3EI di Sumatera, 
termasuk Sumbar.  

 

Kategori deforestasi berbasis �ndakan yang dikembangkan SRAP 
Sumar sangat membantu untuk melihat sejauh mana frekuensi 
�ndakan-�ndakan tersebut dalam konteks pembangunan daerah. 
Meski demikian, sebagai sebuah strategi dan aksi, �dak nampak 
analisis yang tajam mengenai sumbangsih kuan�ta�f dan 
kualita�f ak�vitas-ak�vitas ini terhadap deforestasi di Sumbar. 
Beberapa ak�vitas juga sarat dengan tuduhan terhadap cara 
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pengelolaan masyarakat. Misalnya, perambahan, penebangan liar 
dan kebakaran liar yang selama ini kerap menjadi terminologi 
umum untuk mengkategorikan ak�vitas masyarakat sebagai 
�ndakan ilegal.  

 

Strategi SRAP dan Status Hak Masyarakat atas Tanah 

Sumbar telah mengiden�fikasi potensi penurunan emisi. Dalam 
hal ini, untuk menurunkan emisi sebesar 60,472,522.00 tCO2-
eq/tahun atau sekitar 26,36% dilakukan melalui beberapa 
kegiatan yang sudah ada dalam RAN GRK dan Renstra Dinas 
Kehutanan Sumbar. SRAP juga mengusulkan strategi REDD yang 
menekankan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Strategi ini 
tertuang dalam bentuk kebijakan strategis pengelolaan 
sumberdaya alam Sumatera Barat yaitu:  

(1) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Nagari (PELANA) 
dengan dukungan kearifan lokal; 

(2) Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU) dengan 
mengedepankan penggunaan teknologi ramah lingkungan 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
berkelanjutan;  

(3) Penatagunaan Lahan Berbasis Nagari (TAHAN) sebagai 
bahagian resolusi konflik terhadap pemanfaatan lahan;  

(4) Rehabilitasi dan Mi�gasi Bencana (RELAMINA) dalam 
rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup  

 

Untuk menjalankan PELANA maka ada empat komponen utama 
kegiatan yang dirancang yakni:  

1. Pembentukan dan penguatan Lembaga Layanan Satu Atap 

untuk PELANA;  

2. Memfasilitasi adanya kebijakan di Provinsi dan Kabupaten 

untuk mendukung implementasi PELANA;  

3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola PELANA di 
berbagai level;  

4. Memfasilitasi tercapai rekognisi Kawasan Kelola Rakyat 
seluas 250.000 ha selama 5 tahun;. 

 

Nagari merupakan kesatuan hukum adat ter�nggi di Sumatera 
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Barat. Pemerintahan nagari memiliki kewenangan untuk 
mengelola nagari secara otonom. Nagari memungkinkan untuk 
memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat dipergunakan untuk 
mensejahterakan masyarakat nagari. Pengelolaan sumber daya 
alam oleh nagari dilaksanakan dengan konsep tanah ulayat. 
Pengelolaan ulayat ditata dengan membagi pemanfaatan lahan 
dan kawasan berdasarkan kesesuaian fungsinya yaitu: (a) 
Kawasan hutan yang disepaka� untuk dilindungi karena 
berhubungan langsung dengan sumber–sumber kehidupan; (b) 
Areal yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian, misalnya Parak 
dan sawah; (c) Areal yang disepaka� sebagai areal pemukiman 
dan fasilitas umum; dan (d) Areal yang disepaka� menjadi 
cadangan perluasan pemukiman dan lahan pertanian. Konsep 
tanah ulayat menunjukkan secara adat, di Minangkabau �dak ada 
daratan yang �dak bertuan (SRAP Sumbar, 2012). 

 

Secara hukum dan kelembagaan, pilihan pada nagari sudah 
diperkuat oleh regim hukum daerah.  

Sumbar memilik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Tanah Ulayat. Berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 92 Tahun 2007, pemerintahan nagari merupakan 
pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Pemerintahan nagari 
memiliki kewenangan untuk mengelola nagari secara otonom, 
nagari memungkinkan untuk memiliki harta kekayaan sendiri dan 
dapat dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat nagari.  

 

Strategi lainnya adalah melindungi sumber mata pencaharian 
masyarakat. Menurut SRAP, implementasi REDD+ harus 
mengakomodir ketergantungan masyarakat terhadap kawasan 
hutan dan menjamin pola pemanfaatan berkelanjutan 
berdasarkan pengetahuan lokal tetap berjalan, memberikan 
dukungan terhadap pengembangan sumber mata pencaharian 
yang berorientasi pada pengembangan pemanfaatan hasil hutan 
bukan kayu, pengembangan energi terbarukan sebagai bagian 
jasa lingkungan, dukungan infrastruktur untuk menjamin 
ketersedian air dan memas�kan praktek pengelolaan parak tetap 
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berjalan dengan memberikan dukungan terhadap peningkatan 
kapasitas pengelolaan parak. 

Strategi lainnya adalah pengutamaan PADIATAPA dan rambu 
keselamatan (safeguards). SRAP Sumbar mengaitkan antara 
safeguards nasional, PRISAI, dengan penerapan REDD di Sumbar. 
Ada semacam refleksi mengawali uraian strategi ini. SRAP 
mengatakan “Kebijakan terkait perizinan pemanfaatan sumber 
daya hutan seringkali berorientasi eksploitasi dan �dak 
melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan 
implementasi proyek, program maupun pembangunan.” 
Sayangnya, refleksi ini �dak diiku� dengan upaya untuk 
mengintegrasikan kerangka pengaman ke dalam paradigma 
pembangunan daerah Sumbar. Karena itu, PADIATAPA maupun 
kerangka pengaman hanya menjadi strategi ke depan. Konflik 
masa lalu �dak menjadi agenda kerangka pengaman dan 
PADIATAPA.  

 

SRAP juga melihat mekanisme lokal untuk pengambilan 
keputusan dan penyelesaian konflik sebagai kondisi yang 
memungkinkan Sumbar mengandalkan peran lokal. SRAP 
menyebut “Pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan 
keputusan terhadap pemanfaatan ulayat nagari adalah Kerapatan 
Adat Nagari (KAN), ulayat suku adalah ninik mamak dalam 
persukuan dan ulayat kaum adalah ninik mamak beserta 
kemenakannya dalam persekutuan kaum.” Penggunaan 
mekanisme lokal sangat potensial menyokong par�sipasi 
masyarakat. Di samping potensi posi�f, mekansime lokal (adat) 
juga harus berangkat dari refleksi penggunaannya selama ini. 
Beberapa contoh melencengnya mekanisme lokal yang diutarakan 
pada bagian sebelumnya nampaknya belum menjadi 
per�mbangan strategi ini. Ada asumsi yang nampaknya diterima 
begitu saja oleh SRAP, yakni peran komunitas dengan sendirinya 
posi�f terhadap hutan dan lingkungan. Dalam banyak kasus, 
nagari memang membuk�kan demikian. Namun di kasus lainnya, 
buk� menunjukan sebaliknya. SRAP �dak punya strategi konkrit di 
�ngkat tapak selain menyerahkannya ke nagari. Menimbang 
kompleksnya dinamika relasi komunitas adat/lokal dengan pihak 
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lain (modal dan kekuasaan), pendekatan yang sepenuhnya 
mempercayakan ke komunitas bisa menjadi blunder bagi 
pengurangan emisi.  

 

Meski sangat kuat dengan strategi memfungsikan peran nagari, 
pada �ngkat kelembagaan REDD, Sumbar hanya berhen� pada 
tugas koordinasi. Lembaga REDD Provinsi mempunyai tugas 
mengkoordinasikan kegiatan tema�k. Konsep tema�k disini 
sangat sektoral. Hal ini nampak dalam beberapa penjabaran 
tugasnya. Misalnya, penyelenggaraan kegiatan MRV, memas�kan 
efek�vitas pendanaan, dan pelaporan secara berkala ke lembaga 
REDD Nasional. Tidak nampak intervensi strategis kelembagaan ini 
pada upaya transisi Pemda Sumbar untuk menuju tata kelola yang 
lebih baik, sebagaimana berkali-kali disebutkan sebagai tujuan 
REDD di Sumbar. Tidak pula ada tugas kelembagaan yang secara 
khusus menggerakan konsep “kembali ke nagari” secara konkrit. 
Sehingga isu kembali ke nagari seper� business as usual yang 
pada dasarnya sudah dikerjakan selama ini berdasarkan mandat 
Perda No 2/2007.  

 

Meski �dak disebutkan dalam tugas, dari segi kewenangan 
Lembaga REDD mendapat peran sebagai agen yang menerobos 
kekakuan fungsi-fungsi birokrasi yang sudah baku. Peran ini 
nampak dalam salah satu mandatnya, yakni mengefek��an 
fungsi koordinasi tema�k antar perangkat satuan dinas dan antar 
provinsi ke kabupaten dan koordinasi pencarian sumber dan 
penyelesaian masalah yang menyangkut kewenangan antar 
perangkat dinas terkait dengan pelaksanaan REDD+. Hal ini antara 
lain dilakukan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi 
kebijakan dan program antar sektor dan instansi, dan antar 
provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan penataan ruang dan 
perizinan pemanfaatan lahan. Kewenangan ini bisa disebut 
sebagai salah satu upaya mencari jalan keluar atas sektoralisasi 
birokrasi. Tetapi, kewenangan ini juga terkait dengan kewenangan 
lembaga lainnya, seper� Badan Koordinasi Tata Ruang. Disini, 
belum nampak strategi yang menyelesaikan persoalan tumpang 
�ndih kewenangan antara Lembaga REDD+ dengan lembaga-



	

lembaga lainnya.  

 

Dalam kaitannya dengan hak masyarakat atas tanah, strategi 
kelembagaan REDD benar-benar �dak menguraikan sedikit pun. 
Lembaga REDD berkutat pada mandat teknis pengembangan 
rancangan REDD, koordinasi pelaksanaan dan pengembangan 
kapasitas. Mandat tersebut �dak menyentuh empat komponen 
utama kegiatan PELANA. Bahkan �dak pula menyebut �ga strategi 
lainnya. Dalam hal ini, koneksi antara strategi REDD dan mandat 
lembaga terputus. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai mandat 
manjalankan ak�vitas-ak�vitas yang diusulkan sebagai turunan 
strategi REDD Sumbar. Apakah Lembaga REDD+ atau kembali ke 
sektor, seper� Kehutanan, Pertanian dll.  

 

Kesimpulan Umum 

Promosi hutan nagari sebagai strategi SRAP merupakan sebuah 
terobosan unik Sumbar dalam. Tidak ada provinsi lain yang secara 
meyakinkan mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat 
sebagai desain utama untuk REDD. Terobosan ini bertepatan 
dengan perubahan poli�k hukum nasional melalui Putusan MK 
35/2012 yang mengakui hutan adat sebagai hutan hak. Meski 
demikian, terobosan ini �dak cukup ambisius secara 
kelembagaan. Sumbar terlalu banyak bermain di isu teknis. 
Terkait perlindungan hak masyarakat, misalnya. Belum jelas 
bagaimana laporan pelaksaaan safeguards dilakukan. Laporan 
MRV hanya menyangkut isu teknis. Dikatakan bahwa MRV adalah 
rangkaian kegiatan pengukuran, pelaporan dan verifikasi capaian 
penurunan emisi, pemeliharaan dan peningkatan cadangan GRK 
dari program/kegiatan REDD secara berkala. Tanpa dukungan 
kelembagaan, Nagari akan tetap mengalami kesulitan ke�ka 
berhadapan dengan izin yang merusak. Apalagi bila izin tersebut 
merupakan bagian dari ongkos poli�k lokal. Dalam kaitannya 
dengan poli�k, nagari pun telah terseret ke dalam pertarungan 
poli�k lokal. SRAP belum melihat persoalan ini sebagai faktor yang 
memperlemah nagari dan sekaligus mengancam kelestarian 
hutan.  
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Strategi konkrit untuk mengatasi potensi peningkatan laju 
deforestasi belum nampak, meskipun data kuan�ta�f sudah 
tersedia. Misalnya, lahan kri�s di Sumbar mencapai lebih dari 
500.000 ha. Proyeksi sawit dari situasi saat ini ke 2020 
diperkirakan akan bertambah 500.000 ha. Tekanan terhadap 
hutan yang muncul dalam desain MP3EI juga harus dipandang 
sebagai elemen pemicu deforestasi di masa depan. Karena itu, 
inventarisasi yang lebih teli� terhadap pemicu deforestasi �dak 
hanya berbasis apa yang tampak saat ini tetapi juga rancangan 
kebijakan untuk ke depan.  

 

Rekomendasi  

1. Pengelolaan hutan di �ngkat nagari bukan merupakan pemicu 
deforestasi. Nagari seharusnya ditempatkan sebagai pelaku 
yang mencegah deforestasi. Yang paling pen�ng disini adalah 
dukungan kebijakan. Karena itu, kewenangan merancang 
kebijakan tetap ada pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Provinsi. Secara hukum �dak ada dasarnya untuk 
melempar tanggung jawab perbaikan kebijakan ke Nagari. 
Sebaliknya, nagari adalah lokus menemukan praktek sekaligus 
menguji konsistensi hukum. Perubahan sekaligus 
perkembangan posi�f pada skala nagari harus disokong oleh 
kebijakan di atasnya. Apalagi, driver of deforesta�on dipicu 
oleh kebijakan pemerintah daerah dan pusat, bukan nagari. 
Karena itu, peran utama mengurangi emisi tetap ada pada 
Pemerintah Daerah. 

2. Isu kembali ke nagari harus disertai dengan pencermatan 
terhadap konstelasi poli�k lokal.  Isu ini juga harus 
memandang watak dan kecenderungan nagari terhadap isu-
isu lingkungan. Pengaruh dinamika poli�k lokal terhadap 
tekanan atas hutan harus terpetakan dengan baik. Tujuannya 
agar “kembali ke nagari” bukan sebuah proses offset mini 
deforestasi dari skala kabupaten ke �ngkat nagari. Dalam hal 
ini, mencari model nagari contoh sebaiknya ditempatkan 
sebagai langkah awal sebelum menggerakan semua program 
dan ak�vitas REDD berbasis nagari.  

3. Beberapa inisia�f lokal belum terjembatani di �ngkat 



	

kebijakan. Misalnya penyelesaian konflik berdasarkan 
mekanisme lokal. Model penyelesaian konflik berbasis lokal 
seharusnya menjadi domain pen�ng yang �dak terpisah dari 
REDD. Karena itu, Sumbar seharusnya menjadi contoh sejauh 
mana mekanisme lokal bisa diandalkan dalam penyelesaian 
konflik.  
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